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ABSTRAK 
Ichtiar Prambudi, S311502008, 2016, Analisis Peranan Badan Pertimbangan 
Kepegawaian Untuk Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Akibat Terkena Sanksi 
Bagi Pegawai Negeri Sipil.  
Tesis :   Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji tentang analisis peranan Badan Pertimbangan Kepegawaian 
untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian akibat terkena sanksi bagi pegawai negeri sipil., 
sebagai acuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang eksistensi Badan Pertimbangan 
Kepegawaian untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian akibat terkena sanksi bagi 
Pegawai Negeri Sipil serta Untuk memperoleh Apakah diperlukan konstruksi baru dalam 
rangka pola kerja dan cara penyelesaian sengketa kepegawaian yang berkaiatan dengan 
Badan Pertimbangan Kepegawaian 
Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif atau doktrinal dalam sifat penelitian 
preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan 
historis dengan bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan 
hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan 
dengan penelitian kepustakaan dan dianalisis menggunakan logika deduktif. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penyelesaian sengketa kepegawaian 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Kepegawaian), 
dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalan, yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara (tempatnya 
di Pengadilan Tata Usaha Negara disingkat PTUN) untuk sengketa kepegawaian yang tidak 
berhubungan dengan Disiplin Pegawai, serta melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian 
untuk sengketa kepegawaian yang berhubungan dengan Disiplin Pegawai, Kedua jalur 
penyelesaian ini pada dasarnya akan bermuara pada Peradilan Tata Usaha Negara. 
Keberadaan 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa ini dapat mengakibatkan timbulnya 
kekurangpastian hukum bagi mereka yang bersengketa. Setelah berlakunya Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara penyelesaian sengketa kepegawaian 
dilakukan melalui satu pintu yaitu Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Sengketa 
pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, yang terdiri dari keberatan dan 
banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang 
berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan 
kepada pejabat yang berwenang mengukum; adapun banding diajukan kepada badan 
pertimbangan ASN dan Pola kerja Penyelesaian Sengketa  Administrasi yang dilakukan oleh 
Komisi Aparatur Sipil Negara dirasa kurang mampu menjelaskan alur dan tata cara 
penyelesaian sengketa administrasi dimana di dalam peraturan terkait KASN belum 
menjelaskan lebih detail terkait banding administrasi hanya saja dalam hal ini efisien 
keberadaan KASN dirasa sudah mewakili Asas Desentralisasi. 
Implikasi dari penelitian ini adalah Wujud dari integralisasi antar lembaga Pejabat 
Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat 
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian PNS,melalui pembentukkan perarturan maupun pedoman teknis pelaksanaan 
penegakkan disiplin PNS agar pelaksaanan antar lembaga yang berwenang dapat berjalan 
dengan optimal dan sinkronisasi. 




Ichtiar Prambudi, S311502008, 2016, The Analysis of Role of Employeeness 
Consideration Institution to Overcome Employeenes Legal Action due to Punishment 
Effect for Goverment Employee.  
Thesis :   Graduate Law Faculty Sebelas Maret University of Surakarta.  
 
This research aims at analyzing the role of Employeeness Consideration Institution 
to Overcome Employeenes Problem due to Punishment Effect for Goverment Employee, as 
the reference to get knowledge about the existence of Employeement Consideration 
Institution to Overcome Employeement Problem due to Punishment Effect for 
Goverment Employee. It also aims at knowing whether new construction is needed in frame 
work pattern and knowing the way to overcome legal action employeement relating to 
Employeement Consideration Institution.  
The research method is normative law research or doctrinal in prescriptive nature 
research. The approach used is constitution and historical approach with law institution . the 
secondary data used primary law institution, secondary and non-law. The technique of 
collecting data used law materials which are done by literature and deductive logical 
analyzing  
From the research analyzing shows that the result of overcoming Employeement 
legal action based on constitution nomor 43 tahun 1994 about the change legislation nomor 8 
tahun 1974 about employeement (called Employeement Constitution), can be done through 
two ways, there are by State Administration Justice (in PTUN) for employeemeent legal 
action that doesn‟t relate to employeement dicipline, and by Employeement Consideration 
Institution that relates to Employeement dicipline. Both ways actually goes to State 
Administration Justice. The existence of both ways can cause law uncertanty for those who 
get legal action. After the apply of Constitution nomor 5 tahun 2014 about Goverment 
Employee Apparatus that overcomes the legal action by one way, that is Goverment 
Employee Apparatus Institution. Employeement legal action of ASN can be overcome by 
administrative way that consists of objection and administrative consideration. The objection 
can be applied literaly to authorities that carry takes objection reason, and copy thereof is 
delivered to authorities. Meanwhile, the consideration is applied to consideration Institution 
of ASN and the pattern of overcoming Administrative legal action that is done by 
Commission Goverment Employeement is not able to explain the way and the concept of 
overcoming administrative legal action where in related role KASN is not explained yet 
about administrative consideration. However, the efficiency of KASN has represented to 
Decentralization Principle.  
The implication of the research is the existence of intregalization among the 
authority of Central Guidance Employeement, authority of District Province Guidance 
Employeement, and authority of District Guidance Employeement as it is mentioned in role 
of constitution that manage appointment, displacement, and dischargement of Goverment 
Employee through formation of regulation or technical guidance of execution dicipline  of 
Goverment Employee due to the implementation among authority institutions can run 
optimally and sincroniously.  
 









A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara dijelaskan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur 
aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam 
penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Namun 
seiring dengan waktu tidak dipungkiri adanya kecenderungan pelanggaran 
disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 
Tindakan penjatuhan hukuman dijatuhkan setelah adanya pemeriksaan 
yang dilakukan oleh badan  atau  lembaga pengawas intern instansi yang 
bersangkutan. Temuan adanya pelanggaran bisa didapat dari hasil 
pemeriksaan badan atau pengawasan intern yang sedang melakukan 
pengawasan rutin ataupun adanya aduan dari seseorang atau masyarakat. 
Dari hasil pemeriksaan tersebut baru ditentukan jenis hukuman disiplinnya. 
Hukuman yang dijatuhkan kadangkala menimbulkan rasa tidak puas 
bagi PNS yang dijatuhi hukuman oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut 
kemudian menimbulkan sengketa kepegawaian, yaitu sengketa  antara 
seorang pegawai dengan  atasannya (pejabat) akibat dari dikeluarkannya 
suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Secara hukum, penyelesaian 
sengketa kepegawaian dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme. 
Pertama, melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, sengketa 
kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif 
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dengan demikian, terdapat 2 
(dua) mekanisme penyelesaian sengketa kepegawaian, yaitu mekanisme 




dan mekanisme penyelesaian sengketa  kepegawaian melalui Badan 
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). 
Pengelolaan kepegawaian memang sangat rawan dengan masalah 
Sengketa Kepegawaian, karena berkaitan dengan penerbitan atau penetapan 
Keputusan Tata Usaha Negara bidang kepegawaian, antara lain berupa: 
1. Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS); 
2. Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
Keputusan pengangkatan dalam pangkat (untuk kenaikan pangkat); 
3. Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan 
fungsional, Keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS; 
4. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin, dan  
5. Keputusan pemberhentian sebagai PNS.  
Sengketa antara kedua belah pihak sulit untuk diselesaikan tanpa 
bantuan dari pihak ketiga, yaitu melalui lembaga peradilan yang tidak 
berpihak dan berat sebelah. Apabila satu pihak belum merasa puas atas 
keputusan dari pejabat yang berwenang menghukum, maka dapat 
mengajukan apabila belum memperoleh apa yang diharapkan, selanjutnya 
dapat menempuh jalan mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang 
lebih tinggi, yaitu mengajukan keberatan melalui BAPEK, Peradilan Tata 
Usaha Negara atau mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. 
Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan 
nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya 
pegawai negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 
nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, 
berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, 
diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang 
bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan 
secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan 




Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai mekanisme penyelesaian 
sengketa  kepegawaian melalui BAPEK. Adapun yang menjadi syarat untuk 
mengajukan keberatan kepada BAPEK  adalah  pertama, Pegawai  Negeri  
Sipil  yang  bersangkutan  berpangkat Pembina Gol.Ruang IV/a kebawah. 
Kedua, Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang 
berupapemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai 
Pegawai Negeri Sipiatau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
Pegawai Negeri Sipil. 
Fokus penelitian adalah pola kerja dan cara penyelesaian sengketa 
kepegawaian yang berkaitan dengan BAPEK. Ditinjau dari hukum 
administrasi negara, BAPEK adalah  badan  yang membantu memberikan 
pertimbangan kepada Presiden dalam  penjatuhan  hukuman  disiplin kepada 
PNS. Oleh sebab itu, secara administratif BAPEK adalah badan yang  
berfungsi memutuskan upaya banding administratif yang diajukan oleh 
PNS. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “ANALISIS PERANAN BADAN 
PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN UNTUK MENYELESAIKAN 
SENGKETA KEPEGAWAIAN AKIBAT TERKENA SANKSI BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL .” 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas sebelumnya 
maka penulis merumuskan permasalahan dengan tujuan mengetahui lebih 
dalam pokok permasalahan yang akan di teliti, adapun perumusan masalah 
yang hendak di angkat dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah eksistensi Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk 
menyelesaikan sengketa kepegawaian akibat terkena sanksi bagi 




2. Apakah diperlukan konstruksi baru dalam rangka pola kerja dan cara 
penyelesaian sengketa kepegawaian yang berkaiatan dengan Badan 
Pertimbangan Kepegawaian? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Menganalisis eksistensi Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk 
menyelesaikan sengketa kepegawaian akibat terkena sanksi bagi 
Pegawai Negeri Sipil. 
b. Menganalisiskonstruksi baru dalam rangka pola kerja dan cara 
penyelesaian sengketa kepegawaian yang berkaiatan dengan 
BAPEK. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang eksistensi Badan 
Pertimbangan Kepegawaian untuk menyelesaikan sengketa 
kepegawaian akibat terkena sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil. 
b. Untuk memperoleh apakah diperlukan konstruksi baru dalam 
rangka pola kerja dan cara penyelesaian sengketa kepegawaian 
yang berkaiatan dengan Badan Pertimbangan Kepegawaian. 
c. Untuk memperluas pengetahuan kemampuan serta wawasan 
penulis dalam bidang yang mencakup Hukum Administrasi 
Negara. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 
manfaat dan kegunaan bagi semua pihak. Adapun manfaat yang didapat dari 






A. Manfaat Teoritis 
a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan serta pemikiran yang bermafaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya 
hukum kepegawaian terutama tentang banding administrasi di 
Badan Pertimbangan Kepegawaian. 
b. Untuk memberikan suatu tambahan informasi, referensi maupun 
literatur yang berguna untuk penulisan hukum selanjutnya guna 
pengembangan ilmu hukum. 
B. Manfaat Praktis 
a. Secara praktis peneliti untuk memberikan rekomendasi kepada 
pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan 
yang terkait efek penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
b. Memberikan wawasan bagi peneliti mengenai ruang lingkup yang 
dibahas serta mengetahui seberapa besar menggunakan 














A. Teori Negara Hukum 
Negara berasal dari kata state (Inggris), staat (Belanda), dan etat 
(Prancis) yang sama-sama asalnya dari bahasa latin status atau statum yang 
berarti keadaan atau sesuatu yang bersifat yang tegak dan tetap. Pandangan 
Locke tentang negara terdapat di dalam bukunya yang berjudul "Dua 
Tulisan tentang Pemerintahan" (two treatises ofcivil government). Ia 
menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap 
perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat 
menjadi tiga, yakni keadaan alamiah (the state of nature), keadaan perang 
(the state of war), dan negara (commonwealth).
1
 
Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara 
hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan 
supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada 
kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.
2
 
Kata “negara hukum” dapat berarti sebagai negara yang berlandaskan 
atas hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Maksudnya adalah segala 
kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, 
semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. 




Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang 
pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu 
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negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi 
dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Dalam kontrak tersebut 
tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk 




Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep 
dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa 
kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu 
seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara 
harus tunduk dan patuh serta menjung tinggi hukum tanpa terkecuali.
5
 
Benedict Kingsbury dalam The European Journal of International Law 
mengemukakan bahwa, “When the people as a whole makes rules for the 
people as a whole, it is dealing only with itself; and if any relationship 
emerges, it is between the entire body seen from one perspective and the 
same entire body seen from another, without any division whatever. Here 
the matter concern-ing which a rule is made is as general as the will which 
makes it. And thisis the kind of act which I call a law, law unites universality 
of will with universality of the field of legislation.”6 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja makna terdalam dari Negara 
berdasarkan atas hukum adalah: “...kekuasaan tunduk pada hukum dan 
semua orang sama di hadapan hukum”. Konsep negara hukum sekaligus 
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Negara hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada 
tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.
8
 Konsep ini 
sejalan dengan pengertian Negara Hukum menurut Bothling, adalah “de 
staat, waarin de wilsvriheid van gezagsdragers is beperket door grezen 
vanrecht.” (Negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasan 
dibatasi oleh ketentuan hukum).
9
 
Sudargo Gautamamengemukakan 3 (tiga) ciri-ciri atau unsur-unsur 
dari negara hukum, antara lain:  
1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, 
maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan 
negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara 
atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa; 
2. Azas Legalitas, maksudnya adalah setiap tindakan harus berdasarkan  
hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga 
oleh pemerintah atau aparatnya; dan 
3. Pemisahan Kekuasaan, maksudnya adalah agar hak asasi betul-betul 
terlindungi dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat 
peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus 
terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.
10
 
Dalam konsep “Negara Hukum”, eksistensi peraturan perundang-
undangan merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan 
pemerintahan negara berdasarkan atas hukum. Hal itu tercermin dari konsep 
Friedrich Julius Stahl dan Zippelius. 
Konsepsi negara hukum yang dikemukakan oleh F. J. Stahl adalah 
negara kesejahteraan atau Walvaarstaat (Belanda), Social Service State 
(Inggris). Elemen dari negara hukum antara lain adalah:  
1. Adanya jaminan atas hak dasar manusia; 
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2. Adanya pembagian kekuasaan; 
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum; dan 
4. Adanya peradilan administrasi negara.11 
Sementara itu, Menurut Zippelius unsur-unsur negara hukum terdiri 
atas: 
1. Pemerintahan menurut hukum; 
2. Jaminan terhadap hak-hak asasi; 
3. Pembagian kekuasaan; dan 
4. Pengawasan justisial terhadap pemerintah.12 
International Comission of Jurists pada konfrensinya di Bangkok 
(1965) juga menekankan prinsip-prinsip negara hukum yang seharusnya 
dianut oleh sebuah negara hukum, yaitu: 
1. Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak 
individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk 
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 
2. Badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 
3. Pemilihan umum yang bebas; 
4. Kebebasan menyatakan pendapat; 
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan 
6. Pendidikan kewarganegaraan.13 
Unsur-Unsur Negara Hukum dapat dijabarkan berupa, antara lain: 
1. Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya 
sebagai manusia; 
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-
hak itu; 
3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
dan 
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Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya 
tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara baru, yaitu meliputi 
5 (lima) hal sebagai, berikut:  
1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia 
(HAM) yang barakar dalam penghormatan atas martabat manusia 
(human dignity); 
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk 
bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam 
masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum 
dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama 
dalam masyarakat bersifat predictable. Asas-asas yang terkandung 
dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:  
a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.  
b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan 
tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan 
tindakan pemerintahan.  
c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat 
undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan 
secara layak.  
d. Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, 
adil dan manusiawi. 
e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan 
undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas.  
f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya 
dalam undang-undang atau UUD; 
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similibus atau Equality Before the 
Law). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh 
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mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau 
mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Dalam 
prinsip ini, terkandung (i) adanya jaminan persamaan bagi semua 
orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (ii) tersedianya 
mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga 
negara; 
4. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan 
yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk 
mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas 
demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:  
a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu 
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
yang diselenggarakan secara berkala. 
b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung 
jawaban oleh badan perwakilan rakyat. 
c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan 
yang  sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 
keputusan politik dan mengontrol pemerintah.  
d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian 
rasional oleh semua pihak.  
e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan 
pendapat.  
f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.  
g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk 
memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif; 
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan 
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini 
terkandung hal-hal sebagai berikut: 




b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang 
bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan  
perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi.  
c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, 
memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). 




Muhammad Tahir Azhary, dengan mengambil inspirasi dan sistem 
hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau 
Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:  
1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah; 
2. Prinsip musyawarah; 
3. Prinsip keadilan; 
4. Prinsip persamaan; 
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 
6. Prinsip peradilan yang bebas; 
7. Prinsip perdamaian; 
8. Prinsip kesejahteraan; dan 
9. Prinsip ketaatan rakyat.16 
William Thomas Worster dalam Boston University International Law 
Journal mengemukakan, “The   constitutive   theory   states   that   
recognition   is   not   automatic. Rather, it is based on the discretion of 
other states. Moreover, only upon recognition  by  those  other  states  does  
the  new  state  exist,  at  least  in  a legal sense”.17 
Menurut Brian Tamanaha, seperti dikutip oleh Marjanne 
Termoshuizen-Artz dalam Jumal Hukum Jentera, membagi konsep rule of 
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law dalam 2 (dua) kategori, formal dan substantif. Setiap kategori, yaitu rule 
of law dalam anti formal dan rule of law dalam arti substantif, masing-
masing mempunyai 3 (tiga) bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau 
Rule of Law itu sendiri menurutnya mempunyai 6 (enam) bentuk sebagai 
berikut:  
1. Rule by Law (bukan rule of law), dimana hukum hanya difungsikan 
sebagai instrument of government action. Hukum hanya dipahami dan 
difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan  
prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para 
penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang 
menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik; 
2. Formal Legality, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip 
prospektifitas (rule written in advance) dan tidak boleh bersifat 
retroaktif, (ii) bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, 
(iii) jelas (clear), (iv) publik, dan (v) relatif stabil. Artinya, dalam 
bentuk yang formal legality itu, diidealkan bahwa prediktibilitas 
hukum sangat diutamakan; 
3. Democracy and Legality. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh 
hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, 
sebagai a procedural mode of legitimation demokrasi juga 
mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan formal 
legality. Seperti dalam formal legality, rezim demokrasi juga dapat 
menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam 
suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal 
atau rule of law dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul 
ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah 
yang diutamakan, maka praktik demokrasi itu dapat saja dianggap 
menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin 
stabilitas dan kepastian; 
4. Substantive Views yang menjamin Individual Rights; 








Jimly Asshiddiqie merumuskan kembali adanya dua belas prinsip 
pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua 
belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga 
berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara 
Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang 
sebenarnya,
19
 yaitu:  
1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law): Adanya pengakuan normatif 
dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua 
masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. 
Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada 
hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah 
manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. 
Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan 
yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, 
sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin 
dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu 
memang supreme. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem 
presidensiil yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya 
lebih tepat untuk disebut sebagai kepala negara. Itu sebabnya, dalam 
sistem pemerintahan presidensiil, tidak dikenal adanya pembedaan 
antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem 
pemerintahan parlementer.; 
2. Persamaan Dalam Hukum (Equality before the Law): Adanya 
persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, 
yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam 
rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif 
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dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan 
tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat 
khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions guna 
mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau 
kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan 
sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara 
dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih 
maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan 
khusus melalui affirmative actions yang tidak termasuk pengertian 
diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing 
atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya 
terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang 
dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, 
misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.; 
3. Asas Legalitas (Due Process of Law): Dalam setiap negara hukum, 
dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due 
process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus 
didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. 
Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku 
lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang 
dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan 
administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures 
(regels). Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku 
dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, 
untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara 
dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula 
adanya prinsip frijsermessen yang memungkinkan para pejabat tata 
usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan 
menetapkan sendiri beleid-regels (policy rules) ataupun peraturan-




secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan 
yang dibebankan oleh peraturan yang sah; 
4. Pembatasan Kekuasaan: Adanya pembatasan kekuasaan negara dan 
organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian 
kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara 
horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan 
pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-
wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to 
corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Karena itu, 
kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan 
kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances 
dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan 
mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan 
dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang 
tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak 
tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ  atau satu tangan 
yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan; 
5. Organ-Organ Eksekutif Independen: Dalam rangka membatasi 
kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan 
kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank 
sentral, organisasi tentara, dan organisasi kepolisian. Selain itu, ada 
pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional 
(KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. 
Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap 
sepenuhnya berada dalam kekuasaan  eksekutif, tetapi sekarang 
berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya 
merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif  untuk menentukan 
pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi 
lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting  untuk menjamin 




untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang 
memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi pro-
demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol 
sumber-sumber kekuangan yang dapat dipakai untuk tujuan 
mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi 
lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, 
independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting 
untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi; 
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak: Adanya peradilan yang bebas 
dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan 
bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara 
hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh 
dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan 
(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin 
keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke 
dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik 
intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif 
ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam 
menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun 
juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, 
dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim 
juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan 
menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan 
yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya 
bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan perundang-
undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan 
keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.  
7. Peradilan Tata Usaha Negara: Meskipun peradilan tata usaha negara 
juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi 
penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap 




kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan 
pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata 
usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. 
Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena 
dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh 
keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak 
yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang 
menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara, dan harus ada 
jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar 
djalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. 
Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri 
harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip 
independent and impartial judiciary tersebut di atas; 
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court): Di samping adanya 
Pengadilan Tata Usaha Negara yang diharapkan memberikan jaminan 
tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern 
juga lazim mengadopsikan gagasan Mahkamah Konstitusi dalam 
sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri 
sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun 
dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah 
Agung yang sudah ada sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun 
Mahkamah Konstitusi (constitutional court) ini adalah dalam upaya 
memperkuat sistem checks and balances antara cabang-cabang 
kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. 
Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi pengujian konstitusionalitas 
undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan 
memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antarlembaga 
negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang 
dipisah-pisahkan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini di berbagai 




dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara 
hukum modern; 
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Adanya perlindungan 
konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum 
bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan 
terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas 
dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara 
hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya 
menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas 
dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan 
kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna 
kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya 
perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu 
merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut 
sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia 
terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang 
ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang 
bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti 
yang sesungguhnya; 
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat): Dianut dan 
dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang 
menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan 
yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara 
sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara 
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum tidak 
dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang 




orang tanpa kecuali. Dengan demikian, cita negara hukum 
(rechtsstaat) yang dikembangkan bukanlah absolute rechtsstaat, 
melainkan democratische rechtsstaat atau negara hukum yang 
demokratis. Dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis 
harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara 
demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum; 
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 
Rechtsstaat): Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang 
diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang 
dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) 
maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum 
(nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 
Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum 
berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat 
tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan 
negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar rule-driven, 
melainkan mission driven, yang didasarkan atas aturan hukum; 
12. Transparansi dan Kontrol Sosial: Adanya transparansi dan kontrol 
sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan 
hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam 
mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer 
oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) 
dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi 
langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui 




aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip representation in ideas 
dibedakan dari representation in presence, karena perwakilan fisik 
saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. 
Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur 
kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga 
pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat 
bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan 
kebenaran. 
Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum 
ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada 
warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan 
hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu 
diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara 
yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika 




Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah 
manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa 
sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan 
yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan 
membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan 
pemerintahan negara. Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari 
pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk 
kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum 
yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat 
secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. 
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Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan 
fungsi pemerintah (bestuurfunctie) dalam negara-negara modern. Negara 
kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal 
(klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang 
ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.
22
 
Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara 
hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum 
(supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), 
dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due 
process of law). 
Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama 
(equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). 
Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, 
misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang 
berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan 
yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa 
alasan yang  logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama 
dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti 
antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan 
perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak 
terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju 
sekalipun.23 
Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep  kesetaraan dihadapan 
hukum (equality before the law), di mana semua orang harus tunduk kepada 
hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (above the law).24 
Konsep due process of law sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak 
fundamental (fundamental rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan 
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yang tertib (ordered liberty). Konsep due process of law yang prosedural 
pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang 
fundamental” (fundamental fairness). Perkembangan due process of law 
yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, 
logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya 
dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan 
pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri 
termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, 
menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak 
dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus 
dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan 
pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak 
untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, 
hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan 
mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana 
dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (equal protection) 
dan hak-hak fundamental lainnya.
25
 
Sedangkan yang dimaksud dengan due process of law yang substansif 
adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu 
peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan 




B. Teori  Kewenangan 
1. Pengertian Kewenangan 
Teori Kewenangan dipilih untuk menganalisi problematik dalam 
penulisan ini mengingat bahwa setiap lembaga negara memiliki 
kewenangan. Teori Kewenangan diperlukan untuk membedakannya 
dengan kekuasaan, serta untuk mengetahui bagaimana kewenangan 
diperoleh. 








Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, 
yaitu “authority of theory” (dalam bahasa Belanda “theorie van 
hetgezag”, dalam bahasa Jerman “theorie der autoritat”). HD Stoud, 
seperti dikutip oleh Ridwan HB, menyatakan pengertian kewenangan 
adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan 
dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik 
di dalam hubungan hukum publik”.27 
Dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, 
istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan fungsi 
pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 
“wewenang” memiliki arti:28 
1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan,  
2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain,  
3) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.  
Sedangkan “kewenangan” memiliki arti:29 
1) Hal berwenang,  
2) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.  
Ateng Syafrudin membedakan pengertian “kewenangan” dengan 
“wewenang”, dikatakan bahwa perbedaan antara pengertian 
“kewenangan” (authority, gezag) dengan wewenang (competence, 
bevoegheid) adalah sebagai berikut: Kewenangan adalah apa yang 
disebut dengan “kekuasaan formal”, kekuasaan yang diberikan oleh 
undang-undang, sedangkan “wewenang”, adalah hanya mengenai 
suatu “bagian” (onderdeel) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam 
kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). 
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 
wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat 
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keputusan (bestuur) saja, tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi 




Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan kewenangan 
adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah 
dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan 
kapatuhan terhadap peraturan-peraturan.
31
 Adapun pengertian 
kewenangan menurut Miriam Budiardjo adalah kekuasaan yang 
dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu 
yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang 
berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 
tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.
32
 
Menurut Bagir Manan, kekuasaan (macht) tidak sama artinya 
dengan wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat 




Soerjono Soekanto berpendapat bahwa beda antara kekuasaan 
dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi 
pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah 
kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang 
mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.34 
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Wewenang adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu 
kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dan 
ekskutif. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan 
orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan 
atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang 
hanya mengenai bagian tertentu (onderdeel) saja dari kewenangan, 




Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk 
menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi 
pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan 
pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.
36
 Wewenang 
merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang 
pemerintah tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan 
tugas saja, akan tetapi juga wewenang untuk pembentukan wewenang 




Menurut Redho Prawira Putra kewenangan adalah kekuasaan 
yang dilembagakan berdasarkan peraturan-peraturan yang diharapakan 
agar peraturan-peraturan tersebut dapat dipatuhi. Sehingga 
kewenangan merupakan ketentuan dalam kekuasaan yang bisa 
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Philipus M Hadjon berpendapat bahwa setiap tindakan 
pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. 
Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, 
delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan 
melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar; 




Dari berbagai pendapat tentang kewenangan di atas, penulis 
berpendapat bahwa kewenangan adalah kemampuan yang diperoleh 
berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan tindakan tertentu yang 
dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak 
dan sekaligus kewajiban. Sedangkan sumber kewenangan penulis 
sependapat dengan Philipus M Hadjon bahwa kewenangan itu 
diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat. 
Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian 
kekuasaan negara oleh undang-undang dasar; kewenangan delegasi 
dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. 
2. Jenis dan Unsur Kewenangan 
Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain 
untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Karena 
kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, dan 
dapat dilakukan dalam setiap kita berinteraksi Kekuasaan melibatkan 
hubungan antara dua orang atau lebih. Dikatakan A mempunyai 
kekuasaan atas B, jika A dapat menyebabkan B melakukan sesuatu di 
mana B tidak ada pilihan kecuali melakukannya. Apabila terdapat 
 individu atau kelompok yang terisolasi tidak dapat melakukan 
 kekuasaan, karena kekuasaan harus mempunyai potensi untuk 
dilaksanakan oleh individu atau kelompok lainnya. Kekuasaan 
melibatkan kekuatan dan paksaan, Wewenang adalah kekuasaan 
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formal yang dimiliki oleh seseorang karena posisi yang dipegang 
dalam organisasi. 
Jenis-jenis wewenang berdasarkan sumbernya dibedakan 
menjadi: 
a. Wewenang personal  
Bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau normal, dan 
kesanggupan untuk memimpin. 
b. Wewenang ofisial  




Jenis-jenis wewenang berdasarkan hubungan dengan dasar 
hukum yang berlaku, yaitu: 
a. Wewenang kharismatis 
Merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yang 
merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri 
seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan 
seseorang sejak lahir. Orang-orang lain mengakui akan adanya 
kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, oleh 
karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut 
berada di atas kekuasaan dan kemampuan manusia umumnya. 
Sumber dari kepercayaan dan pemujaan itu adalah karena 
seseorang memiliki kemampuan khusus, dan keberadaannya 
akan tetap ada selama masyarakat banyak merasakan manfaat 
dan gunanya. 
b. Wewenang tradisional 
Wewenang bentuk ini bisa dimiliki oleh seorang atau beberapa 
orang dalam suatu kelompok atau masyarakat, namun 
sumbernya bukan dari kemampuan-kemampuan khusus seperti 
yang ada pada wewenang khrismatis, akan tetapi oleh karena 
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seorang atau beberapa orang itu memiliki kekuasaan dan 
wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai 
masyarakat; dimana orang atau beberapa orang itu sudah lama 
sekali mempunyai kekuasaan di dalam masyarakat, sehingga 
orang banyak menjadi percaya dan mengakui kekuasaan itu. 
c. Wewenang rasionil 
Wewenang rasionil yang juga disebut sebagai wewenang legal 
yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang 
berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana difahamkan 
sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh 
masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Pada 
wewenang yang didasarkan pada sistem hukum ini harus dilihat 
juga apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama, 
atau faktor lain, kemudian harus ditelaah pula hubungannya 
dengan sistem kekuasaan serta diuji pula apakah sistem hukum 
tadi cocok atau tidak dengan sistem kebudayaan masyarakat, 




Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan 
suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan 
bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk 
melakukan hubungan hukum. Dengan demikian wewenang 
pemerintahan memiliki sifat-sifat, antara lain: 
a. Express Implied; 
b. Jelas maksud dan tujuannya; 
c. Terikat pada waktu tertentu; 
d. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; 
e. Isi dan wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan kongkrit.42 
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Unsur yang ada di dalam wewenang: 
a. Seseorang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki, 
bukan karena karakteristik pribadinya. 
b. Wewenang tersebut diterima oleh bawahan karena memiliki hak 
yang sesungguhnya 
c. Wewenang berlaku dari atas ke bawah sesuai dengan struktur 
hierarki organisasi. 
Kekuasaan dapat berasal dari berbagai sumber. Bagaimana 
kekuasaan tersebut diperoleh dalam suatu organisasi sebagian besar 
tergantung jenis kekuasaan yang sedang dicari. Kekuasaan dapat 
berasal dari basis antar pribadi, struktural, dan situasi. John R.P. 
French dan Bertram Raven mengajukan lima basis kekuasaan antar 
pribadi sebagai berikut: kekuasaan legitimasi, imbalan, paksaan, ahli, 
dan panutan. 
a. Kekuasaan Legitimasi 
Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena 
posisinya. semakin tinggi posisi seseorang dalam suatu 
organisasi makan semakin berkuasa orang tersebut.  Kesuksesan 
penggunaan kekuasaan legitimasi ini sangat dipengaruhi oleh 
bakat seseorang mengembangkan seni aplikasi kekuasaan 
tersebut. Bawahan pun memegang peranan yang sangat 
penting,bila pemegang kekuasaan sah maka mereka akan patuh 
namun bila tdk sah maka mereka pu akan melawan. 
Keberhasilan kekuasaan itu pula sangat tergantung dari budaya, 
sistem nilai yang berlaku di organisasi. 
b. Kekuasaan Imbalan 
Kekuasaan imbalan didasarkan atas kemampuan seseorang 
untukmemberikan imbalan kepada orang lain (pengikutnya) 
karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk 
mendukung kekuasaan legitimasi. Jika seseorang memandang 




intrinsik, yang ditawarkan seseorang atau organisasi yang 
mungkin sekali akan diterimanya, mereka akan tanggap 
terhadap perintah. 
c. Kekuasaan Paksaan 
Hukuman adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan 
tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya, dan 
ditujukan untuk merubah tingkah laku. Perilaku para karyawan 
yang tidak baik menjadi baik begitu pula sebaliknya. Jenis 
hukuman dapat berupa pembatalan pemberikan konsekwensi 
tindakan yang menyenangkan; misalnya pembatalan promosi, 
pembatalan bonus; maupun pelaksanaan hukuman seperti skors, 
PHK, potong gaji, teguran di muka umum, dan sebagainya. 
d. Kekuasaan Ahli 
Individu yang mendapatkan kekuasaan ahli bila memiliki 
kemampuan atau keterampilan yang baik dalam bidang tertentu. 
Apabila individu tidak tergantikan posisinya dalam suatu 
organisasi maka semakin besar pula kekuasaannya. Jenis 
kekuasaan ini diukur berdasarkan karakteristik individu, karena 
yang dilihat hanya kemampuan seseorang bukan ditentukan dari 
posisi dalam organisasi. 
e. Kekuasaan Panutan 
Jenis kekuasaan ini sangat dipengaruhi dari seberapa besar 
kharisma seseorang.  Dengan demikian basis kekuasaan antar 
pribadi dapat dikategorikan menjadi dua macam, organisasi dan 
pribadi. Kekuasaan panutan dan kekuasaan ahli sangat bersifat 
pribadi, tidak tergantung pada posisi dalam organisasi. Kelima 
jenis kekuasan antara pribadi di atas tidaklah berdiri sendiri atau 
terpisah-pisah. Seseorang dapat menggunakan basis kekuasaan 
tersebut secara efektif melalui berbagai kombinasi.Pengaruh 
merupakan suatu transaksi sosial di mana seseorang atau 




dengan harapan orang atau kelompok yang mempengaruhi. 
Dengan demikian kita bisa mendefinisikan kekuasaan sebagai 
kemampuan untuk mempunyai pengaruh.
43
 
3. Fokus Kajian Teori Kewenangan 
Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber 
kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum 
dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam 
hubungannya dengan hukum privat. 
Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang 
bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, 
meliputi: 
a. Atribusi; 
b. Delegasi; dan 
c. Mandat.44 
Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-
undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada 
maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk 
memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara: 
a. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat 
adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan 
DPR bersama sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu 
undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan 
pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah; 
b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden 
yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang 
mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan 
wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan 
TUN tertentu. 
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Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh 
organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi 
mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si 
A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang 
telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung 
jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu 
pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan 
atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab 
kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, 
tidak beralih kepada penerima mandat. 
FAM Stroink dan JG Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan 
HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh 
kewenangan, yaitu: 
a. Atribusi; dan 
b. Delegasi.45 
Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, 
sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah 
ada (oleh organ yang telah memperoieh wewenang secara atributif 
kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). 
Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan 
itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari 
aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya. 
Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas 
dua cara, yaitu: 
a. Atribusi; dan 
b. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.46 
Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan 
(besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti 
materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk 
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memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa 
kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah 
adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung 
dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan 
kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang 
sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah 
yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang 
untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha 
Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini 
berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi 
delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). 
Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: 
a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi 
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan 
hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 
d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi 
berwenang untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan 
wewenang tersebut; dan 
e. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan 
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
47
 
Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. 
Pelimpahari itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan 
untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang 
memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, 
melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal 
ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua 
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akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang 
dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi 
mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas 
sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: 
a. Pengaruh; 
b. Dasar hukum; dan 
c. Konformitas hukum.48 
Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang 
dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. 
Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat 
ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum 
mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum 
(semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang 
tertentu). 
 
C. Teori Kepegawaian 
1. Pengertian Pegawai 
Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia 
senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun 
negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, 
yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti 
mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut. 
Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur  manusia 
sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi 
kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada 
kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah 
yang telah ditetapkan. 
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 Manusia yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga 
pegawai.  Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat beberapa 
ahli mengenai defenisi pegawai.  
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti 
“orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya).49 
Menurut Soedaryono, pegawai atau karyawan adalah golongan 
masyarakat, yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam 




 A.W. Widjaja berpendapat bahwa Pegawai adalah merupakan 
tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan 
pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah 




Pada pustaka lain A.W. Widjaja mengatakan bahwa Pegawai 
adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik 
di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.
52
 
 Dari definisi  di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan 
modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah 
maupun organisasi swasta.  Dikatakan bahwa pegawai merupakan 
modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu 
organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang 
memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam 
organisasi tersebut.  
Helen Meenan dalam The Journal of International Aging, Law 
& Policy mengatakan bahwa, “Workers attracting particular attention 
in the EU are those who have traditionally not been employed or have 
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been under-employed. For example, young people in training, women 
waiting to return to work, and persons involuntarily in part-time 
employment or in early retirement”.53 
Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya 
dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi 
pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai 
balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. 
 Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan 
bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan 
dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari 
pemerintah atau badan swasta”. Selanjutnya Musanef memberikan 
definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah, “Mereka yang 
secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak 
sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga 
menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”54 
Sheikh Raheel Manzoor dkk dalam international Journal of 
Learning & Development berpendapat, “In public sector 
organizations, such type government policies should be adapted which 
support team efforts inside the organization. In this way overall 
organizational productivity and effectiveness can be enhanced. It is 
important to develop such an atmosphere where employees are well 
satisfied with their jobs and cooperative with each other. In this way 
employees will be in position to utilize their full potential in their jobs. 
The research study strongly suggests that the teamwork activities must 
exists in the organizational environment. In this way employees 
performance can be enhanced”.55 
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Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan 
perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan 
kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat 
menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan 
organisasi. Karena tanpa kemampuan dan keterampilan pegawai 
sebagai pelaksana pekerjaan maka alat-alat dalam organisasi tersebut 
akan merupakan benda mati dan waktu yang dipergunakan akan 
terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak efektif.  
Dari beberapa defenisi pegawai yang telah dikemukakan para 
ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai 
mengandung pengertian sebagai berikut: 
a. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan 
maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas 
jasa yang telah diberikan.  
b. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih.  
c. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan 
pemberi kerja (majikan).  
d. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah 
melakukan proses penerimaan.  
e. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja 
antara pemberi kerja dengan penerima kerja). 
2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 
Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara, guna 
mencapai serta mewujudkan pembangunan nasional. Pencapaian 
tujuan tersebut diperlukan sarana-sarana tertentu (Implementasi 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Menunjang Disiplin 
Kerja). 
Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan 




Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan 
tugas pemerintahan dan pembangunan. Para ahli seperti Kranenburg 
dan Logemann mendefinisikan Pegawai Negeri adalah Pejabat yang 
ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka 




Di dalam KUHP, pengertian pegawai negeri ini dijelaskan 
dalam 
pasal 92 yang berbunyi: 
a. Sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas 
aturan-aturan umum, juga orang-orang yang bukan karena 
pemilihan menjadi anggota badan pembentukan undang-undang, 
Badan Pemerintah atau Badan perwakilan Rakyat yang dibentuk 
pemerintah atau atas nama pemerintah, juga Dewan Daerah serta 
semua Kepala Rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur 
Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah; 
b. Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga ahli pemutus 
perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang yang 
menjalankan peradilan administrasi, serta anggota dan ketua 
peradilan Agama; dan 
c. Semua anggota Angkatan Perang juga termasuk pegawai (pejabat). 
In the period of communist regimes, the institution of “civil 
servant” did not exist, the civil servant being just a simple employee 
of the state. Work relations were the same as for any employee. The 
shift to another political system, the democratic one, determined the 
reconsideration the role and the place of public administration, and 
implicit of civil servant in the framework of the state system. 
(Terjemahan bebas: Pada periode rezim komunis, lembaga "PNS" 
tidak ada, PNS yang hanya seorang karyawan sederhana dari negara. 
Hubungan kerja adalah sama seperti untuk setiap karyawan. 
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Pergeseran ke sistem politik, yang demokratis, yang ditentukan 
dipertimbangkan kembali peran dan tempat administrasi publik, dan 
tersirat dari pegawai negeri sipil dalam kerangka sistem negara 
57
 
Menurut Sastra Djatmika dan Marsono, terdapat 4 pokok 
defenisi mengenai Pegawai Negeri, yaitu: 
a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan; 
b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang; 
c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri; dan 
d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.58 
Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab 
Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara untuk 
menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dalam rangka 
mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintah dan 
pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan 
aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari 
kesempurnaan pegawai negeri (sebagai bagian dari aparatur negara).
59
 
Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya 
dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah 
tentu di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang 
menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri.    
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, “Aparatur Negara” didefinisikan sebagai 
“alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang 
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai 
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tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari‟. 
Manajemen menitikberatkan pada kepegawaian negara dikenal dengan 
“profesi pegawai” yang bekerja di pemerintahan yang melaksanakan 
“Public Civil Servant Service”.60 
Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian setiap pegawai negeri wajib setia dan taat 
kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan. Pada 
umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah suatu 
tekad dan kesanggupan dari seorang pegawai negeri untuk 
melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh 
kesadaran dan tanggung jawab. 
Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi masyarakat 
wajib setia dan taat kepada Pancasila, sebagai falsafah dan idiologi 
negara, kepada UUD 1945, kepada Negara dan Pemerintahan. 
Biasanya kesetiaan dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan dan  
pemahaman yang mendalam, oleh sebab itulah seorang Pegawai 
Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam 
tentang Pancasila, UUD 1945, Hukum Negara dan Politik 
Pemerintahan. 
Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1974 (pasal ini tidak 
diubah oleh UU No.43 Tahun 1999) Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian disebutkan setiap pegawai negeri wajib mentaati segala 
peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan 
yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran 
dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana pearturan 
perundang-undangan, sebab itu maka seorang Pegawai Negeri Sipil 
wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh 
anggota masyarakat. 
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Sejalan dengan itu pegawai negeri sipil berkewajiban 
memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan 
segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam 
melaksankan peraturan perundang-undangan, pada umumnya kepada 
pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan 
baik. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan 
kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas 
itu nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka Pegawai 
Negeri Sipil dituntut penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung 
jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan. 
3. Pengertian Hukum Kepegawaian 
Hukum Kepegawaian merupakan bagian dari Hukum 
Administrasi Negara yang bertindak pada Hukum Tata Negara. 
Sebagaimana diketahui dalam sistem Hukum Nasional pada garis 
besarnya terdiri dari tiga bidang pengaturan hukum, yaitu Hukum 
Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara.
61
 
Hukum kepegawaian adalah membahas perihal pegawai negeri. 
Dalam hal ini pegawai negeri dibahas dan dikaji dari berbagai aspek, 
yakni dari aspek kedudukan, aspek hak dan kewajiban, aspek prosedur 
menjadi dan berakhirnya sebagai pegawai negeri, aspek prosedur 
penyelesaian sengketa kepegawaian dan aspek yang lainnya.
62
 
Perlunya  pengaturan  terhadap pegawai  negeri  berkenaan  
dengan  pelaksanaan dari tugas negara yang dapat dibedakan menjadi 
tiga bagian, yakni:  
a. Tugas negara yang bersifat Essentiil, yaitu berupa tugas utama dari 
negara yang meliputi tugas menjaga keamanan dan pertahanan 
rakyat terhadap tindakan, kekerasan kesewenangan dari negara 
lain, serta menjaga ketertiban/keamanan dalam negeri yang 
kesemuanya bersifat  administrative atau protective.  
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b. Tugas negara yang bersifat Service, yaitu berupa tugas pelayanan 
kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang meliputi 
penyediaan sarana/prasarana serta pembangunan badan-badan 
publik. Misalnya pasar, jembatan, pelabuhan, sekolah, rumah 
sakit, dll. 
c. Tugas negara bersifat bussiness, yaitu berupa tugas negara 
dalam bidang pemberian proteksi-proteksi di bidang industri 
serta menentukan harga mata uang.  
Pada pelaksanaan tersebut di atas, pemerintah mengangkat 
petugas Publik yang meliputi pegawai negeri, personal 
angkatan/tentara, hakim,jaksa, pejabat negara serta petugas Publik 
lainnya termasuk kepala desa, serta menyediakan barang-barang untuk 
keperluan penyelenggaraan pemerintah, baik tingkat pusat maupun di 
daerah termasuk dalam hal pembiayaannya (keuangan negara).  
Pegawai Negeri sebagai salah satu dari petugas Publik yang 
merupakan pula unsur dari aparatur negara mempunyai peran sebagai 
pelaksana dari tugas-tugas negara baik di pusat maupun di daerah. 
Untuk itu pengaturan dalam bentuk hukum tertulis dan terlembaga 
terhadap pegawai negeri adalah suatu bentuk perlindungan yang 
bertujuan agar tugas-tugas negara dapat terlaksana. 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan, 
bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara bertugas 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, 
adil, dan merata dalam  penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan 
dan pembangunan. Bila melihat pada tujuan negara dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, maka tujuan negara Indonesia tersebut 
dalam aplikasinya dilaksanakan oleh pemerintah dan kelancaran 
pelaksanaan pemerintah tergantung dari pola kerja yang professional 
dari pegawai negeri, kejujuran dan sifat adil pegawai negeri serta 
tergantung dari kesetiaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-




Kesetiaan dan ketaatan mengandung pengertian, bahwa pegawai 
negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan  pemerintah. Hal  ini  
perlu ditegaskan  agar terdapat jaminan dalam kesatuan dan pola  kerja 
yang berada pada satu garis pimpinan. Di samping itu dengan 
perhatian terhadap hak dan kewajiban pegawai negeri diharapkan 
dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran seta mengarahkan 
segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil 
guna.  
Maka perlu pengaturan terhadap pegawai negeri, pengaturan 
yang dimaksud baik mengenai pengadaan, pembinaan, hak dan 
kewajiban, organisasi dan manajemen maupun dalam hal penyelesaian 







































upaya perlindungan hukum dalam Penyelesaian Sengketa 
Administrasi 
Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah Republik 










Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang 
menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.63 Sedangkan penelitian 
merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran 
secara sistematis, metodologis, dan konsisten.64 Menurut Sunaryati Hartono, 
metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau 
penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis 
(logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (beberapa 
cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) 
suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa 
sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.65 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 
yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, 
teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapi.
66
 Hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (Social felt) 




Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian  
dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih 
dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin 
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 Didalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang 
digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar 
ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi 
dan aktualitasnya.
69
 Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi 
yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian 
berdasarkan bahan-bahan hukum (librabry based) yang fokusnya pada 
membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
70
 
Penelitian doktrinal mempunyai arti lain yakni penelitian yang menyediakan 
ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum 
tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang 
mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan 
mendatang.
71
 Pada penulisan tesis ini mengkaji aspek eksistensi Badan 
Pertimbangan Negara  Sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa 
kepegawaian akibat terkena sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil. 
 
B. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum 
itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. 
Artinya sebagai ilmu yang besifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari 
tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.
72
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Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum 
normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan 
terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali 
disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya 
adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. 
Pada penulisan tesis ini, peneliti mengkaji aspek perlindungan hukum 
bagaimana peranan badan pertimbangan kepegawaian untuk menyelesaikan 
sengketa kepegawaian akibat terkena sanksi bagi pegawai negeri sipil. 
 
C. Pendekatan Penelitian 
Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum antara lain 
pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual 
approach).
73
 Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini 
menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) yakni 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2011 Tentang 
Badan Pertimbangan Kepegawaian, Pendekatan historis (historical 
approach) dimana untuk membentuk sebuah perarturan baru diperlukan 
tinjauan historis. 
 
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang meliputi: 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan semua aturan hukum yang 
dibentuk dan/ atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, 
dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau 
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badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan 
berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat 
negara. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
74
 Bahan hukum 
primer dalam penelitian ini meliputi: 
a) Undang- Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. 
c) Peraturan Presiden No 118 tahun 2014 Tentang Sekertariat, Tata 
Kerja Dan Pengeloalaan Keuangan Aparat Aparatur Sipil 
Negara. 
d) Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 
menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
75
 Bahan hukum 
sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 
merupakan dokumen-dokumen resmi.
76
 Bahan hukum sekunder 
sebagai pendukung dari data yang akan digunakan di dalam penelitian 
ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, 
artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk 
mendukung penelitian ini. 
3. Bahan hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum 
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tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar 
Bahasa Indonesia maupun situs internet yang berkaitan banding 
administrasi. 
 
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan data 
sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian 
dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi dan 
dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal 
dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. 
Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan 
membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi 
maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang 
dibahas. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai 
data penunjang di dalam penelitian ini. Bahwa cara pengolahan bahan 
hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu 





F. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 
Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud 
metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles 
penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajua premis mayor 
(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat 
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Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum 
normatif, pengelolaan data hakekatnya merupakan kegiatan untuk 
mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti 
membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk 
memudahkan pekerjaan analisis. 
Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang 
diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui ANALISIS PERANAN 
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN UNTUK 
MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN AKIBAT 
TERKENA SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. 
 
G. Batasan Operasional Variabel Penelitian 
Dari permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, dapat diidentifikasi 
masalah yang ditemukan sebagai berikut 
1. Analisis peranan Badan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa 
kepegawaian akibat terkena sanksi bagi pegawai negeri sipil; 
2. Kontruksi hukum baru dalam rangka penyelesaian sengketa 
kepegawaian; 
3. Hakikat Banding Admintrasi di dalam hukum Administrasi Negara; 
4. Upaya untuk dikembangkannya prosedur banding administrasi di 
Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa administrasi; 
5. Peran Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Kepegawaian 
dalam upaya penyelesaian sengketa admistrasi kedepannya dapat 
menentukan atau mengetahui lembaga yang ideal dalam sengketa 










H. Jadwal Penelitian 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Eksistensi Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk Menyelesaikan 
Sengketa Kepegawaian akibat Terkena Sanksi bagi Pegawai Negeri 
Sipil 
3. Eksistensi BAPEK ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan 
Terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan 
didasarkan pada hubungan kerja yang harmonis antara badan/pejabat 
TUN dengan Pegawai Negeri Sipil. Ketidakharmonisan yang 
disebabkan oleh pelanggaran disiplin PNS dapat diselesaikan melalui 
BAPEK. 
Badan Pertimbangan Kepegawaian yang kemudian disebut 
BAPEK dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 67 tahun 
1980 tanggal 11 desember 1980. Badan ini berkedudukan langsung di 
bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Preiden. Keputusan 
Presiden ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 23 ayat (2) 
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil.  
Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak 
terdapat ketentuan mengenai latar belakang atau filosofi terbentuknya 
BAPEK, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat 
dikatakan bahwa BAPEK merupakan sarana untuk memperoleh 
perlindungan hukum atas hak-hak PNS dan dalam perkembangan 
administrasi negara. Kedudukan dan peranan BAPEK menjadi 
semakin penting yaitu melakukan pengawasan administratif 
(administrative control) terhadap tindakan Badan/Pejabat TUN, 






Tugas pokok dari BAPEK adalah : 
a. Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang 
diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina  golongan ruang 
IV/b ke bawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan 
kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian 
tidak dengan hormat sebagai PNS; 
b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul 
penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permin taan sendiri dan pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai PNS bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama 
Muda golongan ruang IV/c ke atas serta pembebasan dari 
jabatan bagi Pejabat Eselon I yang diajukan oleh Menteri, Jaksa 
Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan 
Pimpinan Lembaga Non Departemen. 
Susunan organisasi BAPEK terdiri dari : 
a. Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan 
aparatur negara sebagai Ketua merangkap Anggota; 
b. Menteri Sekretaris Nergara merangkap anggota; 
c. Jaksa Agung sebagai anggota; 
d. Kepala Badan Koordinasi Inteljen Negara sebagai anggota; 
e. Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen 
Kehakiman dan HAM sebagai anggota; 
f. Ketua Pengurus KORPRI Pusat sebagai anggota; dan 
g. Kepala BKN sebagai Sekretaris merangkap anggota. 
Dalam mengambil keputusan, BAPEK mempelajari dan 
mempertimbangkan dengan seksama tentang: 





b. Keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan; 
c. Tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang menjatuhkan 
hukuman disiplin; dan 
d. Bahan-bahan lain yang bersangkutan. 
Ketentuan yang mengatur Badan Pertimbangan Kepegawaian 
telah dirubah sebanyak tiga kali, pertama, Keputusan Presiden Nomor 
67 tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, kedua, 
Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan 
Pertimbangan Kepegawaian. Dan yang terakhir atau ketiga, Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Badan 
Pertimbagan Kepegawaian. 
Di dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2011 di sebutkan : 
“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, 
Keputusan Presiden nomor 67 tahun 1980 tentang Badan 
Pertimbangan Kepegawaian, sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 71 tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 
1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku”. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbagan Kepegawaian, Pasal 3 
BAPEK mempunyai tugas: 
a. Memberikan Pertimbangan Kepada Presiden atas usul penjatuhan 
hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan 
jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan 




yang menduduki jabatan struktural eselon I dan Pejabat lain 
yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden; dan 
b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif 
dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian 
tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah. 
Susunan keanggotaan BAPEK yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 4 terdiri 
dari: 
a. BAPEK terdiri atas: 
1) Seorang ketua merangkap anggota; 
2) Seorang sekretaris merangkap anggota; dan 
3) 5 (lima) orang anggota. 
b. Susunan keanggotaan BAPEK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah sebagai berikut: 
1) Menteri selaku ketua merangkap anggota; 
2) Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku sekretaris 
merangkap anggota; 
3) Sekretaris Kabinet merangkap anggota; 
4) Kepala Badan Intelijen Negara selaku Anggota; 
5) Jaksa Agung muda yang membidangi urusan keperdataan 
dan tata usaha negara, kejaksaan Agung selaku anggota; 
6) Direktur Jenderal yang membidangi urusan peraturan 
perundang- undangan, Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum 
dan hak asasi manusia selaku anggota; dan 
7) Ketua dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik 
Indonesia selaku anggota. 
BAPEK memiliki mekanisme kerja yang cukup memadai, 




a. Tugas Ketua adalah: 
1) Memimpin segala kegiatan Badan Pertimbangan 
Kepegawaian; 
2) Memimpin sidang-sidang Badan Pertimbangan 
Kepegawaian; dan 
3) Memberikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu 
kepada Presiden sesuai dengan keperluan. 
b. Tugas sekretaris adalah: 
1) Membantu ketua dalam menjalankan tugasnya; 
2) Menerima segala surat-surat keberatan atau surat-surat lain 
yang berhubungan dengan itu dari Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan; 
3) Menyiapakan sidang-sidang Badan Pertimbangan 
Kepegawaian; 
4) Mempersiapkan keputusan Badan Pertimbangan 
Kepegawaian; dan 
5) Memimpin Sekretariat dan menyelesaikan segala urusan 
administrasi Badan Pertimbagan Kepegawaian. 
c. Tugas anggota adalah: 
1) Menghadiri sidang-sidang Badan Pertimbangan 
Kepegawaian; 
2) Memberikan Pertimbangan dan turut serta secara aktif 
mengambil keputusan; dan 
3) Melaksanakan kegiatan lain yang ditentukan oleh ketua. 
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada BAPEK dibentuk 
sebuah sekretariat yang dipimpin langsung oleh kepala BKN selaku 
sekretaris BAPEK. Susunan organisasi sekretariat BAPEK ditetapkan 
dengan keputusan Kepala BKN setelah mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang 




Dalam Ensiklopedia Manajemen, fungsi (function) antara lain 
diartikan sebagai kegunaan pekerjaan atau jabatan yang dilaksanakan, 
kegiatan suatu organ atau organisme, tindakan atau perilaku, tujuan 




Pada umumnya fungsi merupakan peran yang menggambarkan 
jabatan dari tugas pokok suatu unit kerja atau perusahaan yang 
selanjutnya diperjelas dengan langkah-langkah kegiatan. Sedangkan 
fungsi dalam manajemen dirumuskan sebagai sesuatu yang harus 
dijalankan guna memenuhi maksud dan tujuan orgsanisasi. 
Beranjak dari pengertian fungsi itu, maka fungsi BAPEK adalah 
peran yang harus dilaksanakan dengan pedoman pada tugas pokok 
guna memenuhi maksud dan tujuan BAPEK. Dengan ini BAPEK 
mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi pertimbangan 
dan fungsi pengawasan administratif. 
a. Fungsi Peradilan 
Sesuai dengan filosofi terbetuknya BAPEK yaitu 
memberikan perlindungan kepada PNS dan melakukan 
pengawasan administratif terhadap Departemen/Instansi, maka 
fungsi peradilan BAPEK diarahkan untuk menciptakan dan 
menegakkan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah 
dengan PNS. Asas kerukunan tersebut tercermin dalam cara 
pengambilan keputusan yaitu musyawarah dan mufakat bulat 
yang harus mendapat perhatian utama dari BAPEK. 
Kehadiran BAPEK dengan fungsi peradilannya ini hampir 
serupa dengan badan/majelis yang melaksanakan upaya 
administratif sebagai salah satu sarana upaya perlindungan 
hukum di negara lain, antara lain di Inggris dengan 
Administrative Tribunals dan di Belanda dengan Peradilan 
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Administrasi Khusus. Dengan demikian berarti bahwa BAPEK 
sebagai suatu Badan/Majelis yang melakukan fungsi peradilan 
dalam upaya perlindungan hukum, merupakan hal yang tidak 
asing dalam sistem peradilan administrasi yang sedang 
berkembang. 
Sedangkan dalam dunia industri United State of America 
dikenal beberapa alternatif dalam “hierarchical models” yakni 
peer, quasi judicial dan modiefied hierarchical system. Peer 
system terdiri dari seorang juri yang berwenang mengevaluasi 
dan menghukum karyawan. Dalam quasi judicial, terdapat 
seorang arbitrator yang independen atau penyidik pemerintah 
(ombudsman) bertugas menyelesaikan/memutus suatu 
perselisihan antara karyawan dengan manajer. Sedangkan dalam 
modiefied hierarchical system ini juga dikenal dalam peraturan 
kepegawaian di Indonesia. 
Kedudukan dan fungsi BAPEK dalam sistem Peradilan 
Tata Usaha Negara di Indonesia sebagai sarana perlindungan 
hukum bagi PNS akan semakin mendapat pengakuan apabila 
jaminan keadilan dan kebenaran dapat diperoleh sebagaimana 
halnya pada peradilan TUN murni. Hal ini sangat dimungkinkan 
sebagaimana dinyatakan syachran basah dalam bukunya (1995-
147) yaitu: 
“Sengketa administratif yang diminta banding 
administratif atau yang ditempuh lewat prosedur 
keberatan itu dilakukan penilaian lengkap, bagi dari 
segi penerapan hukum maupun dari segi 
kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Atau ada 
penilaian secara doelmatgheid dan rechtmatigheid 






b. Fungsi Pertimbangan 
BAPEK dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada 
PNS yang mengajukan keberatan atas putusan hukuman disiplin 
pemberhentian karena dituduh telah melakukan pelanggaran 
disiplin yaitu setiap ucapan, tulisan dan perbuatan yang 
melanggar peraturan disiplin PNS baik dilakukan di dalam 
maupun di luar jam kerja/kedinasan. Peraturan disiplin PNS 
yang diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan 
disiplin pegawai negeri sipil memuat kewajiban, larangan, dan 
sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau arangan dilanggar 
oleh PNS. 
Menurut William B. Werther dan Keith Davis, terdapat 
dua tipe disiplin. Pertama, prepentive disciplne adalah suatu 
tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memberikan 
semangat/motivasi kepada karyawan untuk mentaati aturan-
aturan yang telah di tetapkan sehingga pelanggaran disiplin 
dapat dicegah. Kedua, correctice discipline adalah tindakan 
yang diambil sebagai akibat terjadinya pelanggaran.
80
 
Selanjutnya kewajiban PNS terdiri atas 26 butir dan 
larangan sebanya 16 butir. Kewajiban dan larangan tersebut 
hampir mencakup seluruh aspek kehidupan PNS berupa ucapan, 
tulisan, tingkah laku, sikap atau tindakan PNS baik sebagai 
aparatur negara maupun sebagai anggota masyarakat. 
Sedangkan sanksi/hukuman disiplin terdiri atas 3 tingkat yaitu 
hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman 
disiplin berat. Jenis hukuman disiplin terdapat 10 butir namun 
yang dapat diajukan keberatan kepada BAPEK hanya dua jenis 
hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan 
                                                          
80
 William B. Werther, Davis Keith, Human Resources and Personnel, McGraw Hill, New 




hormat sebagai PNS bagi PNS yang menduduki jabatan 
struktural eselon I dan pejabat lain yang pengankatan dan 
pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden. 
Jumlah jenis hukuman disiplin yag diatur dalam PP nomor 
53 tahun 2010 cukup banyak bila dibandingkan dengan jenis 
sanksi yang berlaku pada perusahaan industri di USA yang 
hanya lima jenis disebut dengan “A Progresivve discipline 
system” terdiri dari verbal reprimend by supervisor (teguran 
lisan), written reprimend with a record in personnal file 
(teguran tertulis), one-to three day suspension from work 
(penghentian pembayaran gaji antara 1-3 hari), suspension for 
one week or longer (penghentian pembayaran gaji untuk 




Dalam peraturan disiplin PNS tidak diatur mengenai 
karateristik suatu pelanggaran disiplin dengan ancaman 
hukuman disiplin jenis tertentu, sehingga sering kali dijumpai 
Pejabat TUN mengalami kesulitan untuk menentukan hukuman 
disiplin (discipline punishment) yang akan dikenakan terhadap 
PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Ada kalanya 
penjatuhan hukuman disiplin tidak melalui prosedur 
pemeriksaan yang berlaku, atau hukuman disiplin yang 
dikenakan terhadap seorang PNS tidak memenuhi asas 
keseimbangan dan asas keadilan. 
Fungsi pertimbangan BAPEK dapat dibagi menjadi dua 
yakni, pertama, dalam hal keberatan PNS, BAPEK mempelajari 
dan mempertimbangkan dengan seksama laporan dan berita 
acara pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin yang 
bersangkutan, keberatan yang diajukan oleh PNS yang 
bersangkutan, tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang 






menjatuhkan hukuman disiplin, serta bahan-bahan lain yang 
bersangkutan. 
Kedua yaitu, memberikan pertimbangan kepada Presiden 
mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian bagi 
PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain 
yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden. 
Dibandingkan dengan fungsi pertimbangan dalam hal keberatan 
PNS, memberikan pertimbangan kepada Presiden itu jumlahnya 
relatif lebih sedikit, namun demikian perlu dipertahankan guna 
mendukung tugas Presiden dalam penegakkan disiplin PNS. 
c. Fungsi Pengawasan Administrasi 
Untuk menjamin kelancaran pelaksana tugas, BAPEK  
melaksanakan fungsi pengawasan administratif tertinggi 
khususnya dalam menyelesaikan keberatan atas putusan 
hukuman disiplin pemberhentian. Demikian pula, dalam hal 
memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul 
penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian, BAPEK memiliki 
fungsi pengawasan administratif kepada Departemen/Instansi 
atau pejabat TUN yang terkait. 
Pengawasan administratif (administrative control) ini 
bersifat intern di Lingkungan lembaga eksekutif. Menurut 
Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan administratif itu dapat 
berupa: pertama, pengawasan disiplin (ambtenaarstucht); 
kedua, pemberian intruksi dan perintah- perintah yang wajib 
dilaksanakan; ketiga, pengamatan oleh atasan yang bertindak 




Penulis berpendapat, BAPEK melaksanakan fungsi 
pengawasan administratif yang kedua dan yang ketiga 
sebagaimana telah dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo itu. 
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Susunan anggota BAPEK yang terdiri dari berbagai unsur 
instansional itu, dimaksudkan agar pengawasan administratif  
yang dilakukannya benar-benar valid dan tidak terjadi 
pertimbangan yang berat sebelah, demikian pula untuk 
menghindari kecenderungan keberpihakkan kepada 
Departemen/Instansi yang bersangkutan. Dalam pengambilan 
keputusan, para pejabat kerapkali berada dalam kondisi 
kontradiksi antara pertimbangan pragmatis dan pertimbangan 
legalitas. 
Para pejabat harus bisa menyeimbangkan antara preferensi 
pribadi, kelancaran pelaksanaan tugas, serta peraturan yang 
berlaku dalam lingkungan instansinya. Keputusan-keputusan 
yang dibuat diharapkan merupakan kompromi antara preferensi 
individu dan preferensi umum yang seluruhnya harus 
menggunakan landasan etika yang benar. 
Dalam suatu pembuatan keputusan, seorang pejabat selain 
mempunyai keleluasan (disretion) juga sekaligus menghadapi 
kendala atau batasan (constraint). Keterbatasan kapasitas 
pembuat keputusan ini disebabkan adanya keterbatasan 
kemampuan mental manusia (cognitive limit on rationality) 




Fungsi pengawasan administratif BAPEK ini bila ditinjau 
dari segi waktu pelaksanaanya, pengawasan administratif 
merupakan “kontrol a posteriori”, yaitu pengawasan yang 
terjadi sesudah dikeluarkannya suatu keputusan. Pengawasan ini 
dititikberatkan pada tujuan yang bersifat korektif dan 
memulihkan suatu tindakan yang keliru. Sedangkan bila dilihat 
dari segi sifat pengawasan, maka pengawasan administratif 
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termasuk kontrol segi kemanfaatan yaitu kontrol teknis 
administratif intern dalam lingkungan pemerintahan sendiri 
yang bersifat penilaian legalitas (rechtmatigheidstoetsing) dan 
bahkan lebih menitikberatkan pada segi penilaian kemanfaatan 
dari tindakan pembuat keputusan. 
Berdasarkan yang tertuang didalam pasal 4 Keputusan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan 
Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 03/KEP/1999 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan 
Kepegawaian Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku 
Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat 
BAPEK menyelenggarakan fungsi: 
a) Penerimaan semua surat keberatan atas hukuman disiplin 
berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan 
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau surat lain yang 
berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan; 
b) Penerimaan usul pertimbangan penjatuhan hukuman 
disiplin yang menjadi kewenangan Presiden; 
c) Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK serta 
menyampaikan kepada Presiden; 
d) Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta 
mengirimkan surat dan keputusan BAPEK; 
e) Penyiapan sidang-sidang BAPEK; 
f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang mengajukan keberatan dan pihak yang terkait; 
g) Penyelenggaraan administrasi BAPEK; dan 
h) Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya yang diberikan oleh ketua BAPEK. 
Ada kalanya suatu keputusan hukuman disiplin ditetapkan 




bukti-bukti atau informasi yang dimiliki oleh Pejabat TUN 
kurang lengkap, mengngat tidak adaya precident pelanggara 
disiplin yang kasusnya sama, keputusan lainnya kadangkala 
diambil dalam suasana konflik (conflict) antara Pejabat TUN 
dengan PNS yang dituduh melanggar disiplin. Keputusan yang 
ditetapkan dalam keadaan konflik ini sering terjadi dalam 
penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian. 
2. Eksistensi BAPEK ditinjau dari Konsep Penyelesaian Sengketa 
Kepegawaian sebagai Penjabaran Konsep Negara Hukum 
Analisa dengan menggunakan pendekatan konstitusi/Undang-
Undang Dasar  negara republik indonesia Tahun 1945 menunjukkan 
bahwa di Indonesia di samping berlaku kedaulatan rakyat juga berlaku 
kedaulatan hukum, hal ini secara konkrit dapat dilihat di dalam Batang 
Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada BAB I 
Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 mengemukakan: 
a. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; 
b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar; dan 
c. Negara Indonesia adalah negara hukum. 
Atas dasar Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat 
dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum 
mempunyai kedaulatan. Kedaulatan hukum bermakna setiap orang 
termasuk penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif maupun Komisi-Komisi Negara harus tunduk dan taat 
kepada hukum tanpa ada pengecualian. 
 Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga mempunyai makna 
Negara Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan atas 
hukum (rechtsstaat), tidak semata-mata berdasarkan atas kekuasaan 




berdasarkan absolutisme (kekuasaan tanpa batas). Menurut F.J. Stahl 
prinsip-prinsip dan suatu negara hukum (rechsstaat) adalah sebagai 
berikut : 
a. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia; 
b. Pemisahan/pembagian kekuasaan Negara; 
c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 
d. Adanya peradilan administrasi. 
Seiring prinsip-prinsip dan suatu negara hukum (rechsstaat) 
Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu prinsip penting negara 
hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga 
peradilan yang merdeka bebas dari segala campur tangan pihak ekstra 
yudisial untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan 
ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu 
memberikan pengayoman kepada segenap warga masyarakat. Menurut 
Indroharto, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku di 
Indonesia memberikan kesimpulan telah diletakkan prinsip-prinsip 
dasar cita-cita dan suatu negara hukum, seperti: 
a. Asas Legalitas, dimana pemerintah dan lembaga-lembaga negara 
yang lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus 
dilandasai oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum. Disini tekanan diletakkan pada hukum yang 
dihadapkan sebagai lawan dan tekanan. 
b. Dihormatinya hak-hak asasi manusia yang tercermin dalam Pasal 
29 ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beragama yang 
merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak 
asasi manusia. 
c.  Pembagian kekuasaan negara dan wewenang pemerintahan 
menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya 
dalam Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara 
dan tidak dikonsentarsikan dalam satu tangan melainkan berada 




selalu menjaga terlaksananya roda pemerintahan ini selalu 
dalam keadaan keseimbangan dan saling mengawasi. 
d. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, yang terlepas dari 
pengaruh kekuasaan Pemerintah seperti yang telah diatur dalam 
UUD 1945 maupun Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 di 
mana suatu perbuatan Pemerintah dapat diajukan ke muka 
Pengadilan untuk dinilai apakah perbuatan pemerintah yang 
bersangkutan itu bersifat melawan hukum. 
e. Analisis Permasalahan yang Timbul dari Wewenang BAPEK 
Setelah menunggu lebih dari 11 tahun sejak 
diberlakukannya UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian, akhirnya Peraturan Pemerintah tentang Badan 
Pertimbangan Kepegawaian dapat ditetapkan melalui PP Nomor 
24 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah tentang Badan 
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ini merupakan amanat 
Pasal 35 ayat (2) UU No 43 Tahun 1999 yang memerintahkan 
pengaturan lebih lanjut mengenai BAPEK melalui Peraturan 
Pemerintah. 
Dalam kurun waktu 11 tahun tersebut praktis pengaturan 
secara khusus mengenai BAPEK masih mengacu pada peraturan 
lama yaitu Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang 
Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 
tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dengan 
ditetapkannya PP No 24 Tahun 2011 ini, maka Keppres No 67 
Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 71 
Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Peraturan Pemerintah tentang BAPEK penting untuk 
diketahui oleh setiap PNS, karena ia merupakan bagian yang 




kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (2) UU 
No 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Sengketa 
kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya 
banding administratif kepada Badan Pertimbangan 
Kepegawaian.” Berdasarkan Pasal 35 tersebut dapat ditarik 
beberapa unsur penting yang mendasari peran BAPEK dalam 
penyelesaian sengketa kepegawaian, yaitu: 
1) Bahwa sengketa kepegawaian yang dapat diselesaiakan 
melalui BAPEK terbatas pada lingkup sengketa mengenai 
pelanggaran peraturan disiplin pegawai yang diatur dalam 
PP No 53 Tahun 2010. Sedangkan terhadap sengketa 
kepegawaian diluar dari apa yang diatur dalam PP No 53 
Tahun 2010 diselesaikan melalui jalur Peradilan Tata 
Usaha Negara (Pasal 35 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999). 
2) Bahwa penyelesaian sengketa melalui BAPEK merupakan 
banding administratif. Pengertian banding administratif 
adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS 
yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian 
(Pasal 1 angka 8 PP No 53 Tahun 2010). Berdasarkan 
pengertian tersebut, banding administratif hanya dapat 
diajukan apabila seorang PNS dijatuhi hukuman disiplin: 
a) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 
tidak atas permintaan sendiri; dan 
b) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 





Dengan demikian, tidak semua hukuman disiplin dapat 
diajukan banding administratif. Terhadap hukuman disiplin 
diluar dari kedua hal diatas, dapat mengajukan upaya 
administratif melalui mekanisme “keberatan”. Ketentuan 
mengenai upaya administratif dengan keberatan diatur dalam 
Pasal 34 PP No 53 Tahun 2010. Muatan dalam PP No 24 tahun 
2011 terdiri dari 17 Pasal dan 6 bab, dengan sistematika sebagai 
berikut: 
1) Bab I Ketentuan Umum 
2) Bab II Kedudukan dan Tugas 
3) Bab III Susunan Keanggotaan 
4) Bab IV Banding Administratif 
5) Bab V Pendanaan 
6) Bab VI Ketentuan Peralihan 
7) Bab VII Ketentuan Penutup 
Beberapa hal pokok yang diatur dalam PP No 24 Tahun 
2011 antara lain: 
1) Kedudukan BAPEK berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden. 
2) Tugas BAPEK yaitu:  
a) Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas 
usul penjatuhan hukuman disiplin berupa 
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat 
sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki jabatan 
struktural eselon I dan pejabat lain yang 
pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden 
b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding 




disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil 
pemerintah. 
3) Pengajuan banding administratif dilaksanakan dengan 
ketentuan: 
a) Diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan 
tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil 
Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti 
sanggahan. 
b) Diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, 
terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman 
disiplin diterima. 
c) Banding administratif yang diajukan melebihi 
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 
surat keputusan hukuman disiplin diterima, tidak 
dapat diterima. 
d) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku 
Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan 
dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang 
disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua 
puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
tembusan banding administratif. 
e) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau 
Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak 
memberikan tanggapan dalam waktu 21 (dua puluh 
satu) hari sejak tanggal diterimanya tembusan 




keputusan terhadap banding administratif 
berdasarkan bukti yang ada. 
f) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan 
dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan 
puluh) hari sejak diterimanya banding administratif. 
4) Keputusan BAPEK bersifat mengikat dan wajib 
dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. 
5) Dalam ketentuan peralihan diatur mengenai: 
a) Dalam hal keberatan dan tanggapan yang telah 
diterima oleh BAPEK, tetapi belum diputus maka 
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan 
sebelum PP No 24 Tahun 2011. 
b) Dalam hal keberatan yang telah diterima oleh 
BAPEK, tetapi tanggapan belum diterima, maka 
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan PP No 24 
Tahun 2011. 
Dengan berlakunya PP No 24 Tahun 2011 tentang 
BAPEK diharapkan menjadi angin segar bagi penyelesaian 
sengketa pelanggaran disiplin PNS khususnya saat mengajukan 
banding administratif. Setidaknya hal-hal pokok yang tertuang 
dalam peraturan ini seperti aspek kedudukan, tugas, mekanisme 
banding administratif pada BAPEK serta kekuatan 
keputusannya menjadi lebih jelas. Dengan demikian peraturan 
ini dapat menjadi pedoman yang memudahkan setiap pegawai 
yang terlibat dalam sengketa disiplin pegawai namun tidak puas 
dengan keputusan dan berniat mengajukan banding 
administratif. 
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998, 
salah satu tugas BAPEK adalah memeriksa dan mengambil 
keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang 




hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sepanjang 
mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat 
sebagai PNS. 
Keanggotaan BAPEK terdiri dari Menteri PAN sebagai 
ketua merangkap anggota, Badan Kepegawaian Negara sebagai 
sekretaris merangkap anggota, Menteri Sekretaris Negara 
sebagai anggota, Jaksa Agung sebagai anggota, Kepala Badan 
Intelijen Negara sebagai anggota, Direktur Hukum dan 
Perundang undangan Departemen Hukum dan HAM sebagai 
anggota, Ketua pengurus pusat Korpri sebagai anggota. 
BAPEK melaksanakan sidang sekurang kurangnya satu 
kali dalam satu bulan. BAPEK wajib menyelesaikan dan 
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan PNS 
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggapan dan 
bahan kelengkapan diterima. Dalam hal tanggapan dan bahan 
yang diterima dari pejabat yang berwenang menghukum tidak 
dilaksanakan, BAPEK dapat mengambil keputusan atas 
keberatan yang diajukan dari PNS yang bersangkutan. 
Kelengkapan berkas pengajuan keberatan atas keputusan 
hukuman disiplin kepada BAPEK harus dilampirkan: 
1) Permohonan dari PNS yang bersangkutan atau kuasa 
hukumnya. 
2) Tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum. 
3) Salinan sah keputusan hukuman disiplin. 
4) Salinan sah BAP/LHP/Bahan pertimbangan lain yang 
diperlukan. 
5) Tanda terima surat keputusan hukuman disiplin. 
Keputusan BAPEK adalah mengikat dan wajib 




upaya tersebut masih dapat dilakukan banding melalui 
mekanisme hukum dan perundang undangan yang berlaku, yaitu 
melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Selama proses pengajuan 
keberatan kepada BAPEK, maka yang bersangkutan masih 
berstatus PNS. Berdasarkan surat Kepala BAKN Nomor K.99-
6/V.5-55 tanggal 30 Agustus 1988, ditegaskan bahwa PNS yang 
dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS 
dan mengajukan keberatan kepada BAPEK, gaji dan hak-hak 
kepegawaian yang bersangkutan masih harus tetap dibayarkan. 
f. Jenis dan Hakekat Sanksi Kepegawaian 
Bahwa kedudukan hukum seorang Pegawai Negeri Sipil 
diatur dalam berbagai perundang–undangan kepegawaian dan 
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang aktif 
melaksanakan tugasnya maupun Pegawai Negeri Sipil yang 
sudah tidak aktif melaksanakan tugasnya. Peraturan perundang–
undangan tersebut menjadi pedoman bagi para Pegawai Negeri 
Sipil untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi 
larangan-larangannya serta cara memperoleh hak-haknya. 
Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu 
faktor yang sangat menentukan. Pegawai Negeri Sipil sebagai 
aparat pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa 
menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar 
masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil diperlukan untuk mewujudkan 
aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 
Pembentukan disiplin dapat dilaksanakan melalui dua 
cara, yaitu melalui pengembangan disiplin pribadi yaitu 
pengembangan disiplin yang datang dari individu dan melalui 
penerapan tindakan disiplin yang ketat, artinya bagi seorang 
pegawai yang melakukan tindakan indisipliner akan dikenai 




Diadakannya disiplin bagi suatu organisasi pemerintah 
atau swasta mempunyai maksud dan tujuan tersendiri. Tujuan 
disiplin menurut Moekiyat adalah: 
“Tujuan disiplin baik kolektif maupun perorangan 
yang sebenarnya adalah untuk menjuruskan atau 
mengarahkan tingkah laku pada realisasi yang 
harmonis dari tujuan yang diinginkan.”84 
Seorang pegawai yang sadar akan tugas dan tanggung 
jawabnya tentu akan menjalankan kewajiban yang dibebankan 
kepadanya dan menjauhi larangan–larangan yang akan 
menurunkan kredibilitasnya. Sebagai seorang PNS tentu harus 
menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti 
yang tercantum pada tujuan hukuman disiplin adalah untuk 
memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap pejabat yang 
berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin 
harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang 
melakukan pelanggaran disiplin. 
Sesuai dengan Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
disiplin Pegawai Negeri.  Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:  
1) Hukuman disiplin ringan;  
2) Hukuman disiplin sedang; dan  
3) Hukuman disiplin berat.  
Bagi pegawai negeri Sipil yang melanggar kedisiplinan 
akan diberikan beberapa hukuman di atas agar memberikan efek 
jera bagi para PNS yang melanggar. Berikut adalah contoh 
pemberian hukuman kedisiplinan bagi pegawai PNS sesuai 
dengan hukuman yang disebutkan dalam Pasal 7 PP Nomor 53 
Tahun 2010. 
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Hukuman disiplin ringan akan dijatuhkan bagi 
pelanggaran terhadap PNS yang tidak masuk kerja dan tidak 
menaati ketentuan jam kerja seperi: 
1) Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa 
alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;  
2) Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa 
alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 
(sepuluh) hari kerja; dan 
3) Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) 
sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 
Sedangkan hukuman disiplin sedang akan dijatuhkan bagi 
PNS yang melanggar, seperti : 
1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua pulah) hari kerja; 
2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selam 21 
(dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari 
kerja; dan  
3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) 
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 
sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga 
puluh) hari kerja;  
Dan terakhir yaitu pemberian hukuman disiplin berat yang 
akan di jatuhkan bagi PNS yang melanggar seperti berikut: 
1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 
sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga 




2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural 
atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa 
alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai 
dengan 40 (empat puluh) hari kerja; 
3) Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki 
jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak 
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat 
puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari 
kerja; dan 
4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 
(empat puluh enam) hari kerja atau lebih; 
Terhadap PNS yang disangka melakukan pelanggaran 
disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah 
untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar telah 
melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan 
untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong 
pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri 
oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang 
ditunjuk.  
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang 
penjatuhan hukuman disiplin lepada pejabat lain di lingkungan 
masing-masing, kecuali mengenai hukuman disiplin berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b 




disiplin dilaksanakan dengan surat keputusan Pejabat Pembina 
Kepegawaian yang bersangkutan. 
Tahap pertama sanksi administrasi yang diberikan berupa 
teguran lisan. Alasan pemberian teguran lisan biasanya karena 
alasan kelebihan hari cuti, jam masuk kantor yang terlambat 
atau pulang kantor yang lebih cepat dari waktu yang telah 
ditentukan, dan terlambatnya penyampaian berkas perkara. 
Setelah mendapat teguran lisan tersebut, para pegawai biasanya 
tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. 
Berdasarkan fakta-fakta yang telah kita amati, seperti 
kasus yang terjadi di jakarta. Adanya razia yang dilakukan oleh 
Satpol PP di berbagai pusat perbelanjaan, ditemukan banyak 
PNS yang sedang jalan-jalan di pusat perbelanjaan  pada waktu 
jam kerja, secara tegas Satpol PP merazia meraka. 
Dapat disimpulkan bahwa pemerintah mulai menerapkan 
kedisiplinan kepegawaian PNS dengan mengadakan razia PNS 
yang dilakukan waktu jam kerja dan memberlakukan sanksi 
administrasi bagi mereka yang melanggar. 
g. Dampak Pemberian Sanksi terhadap Kedisiplinan PNS 
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran 
pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan 
disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan disiplin Pegawai 
Negeri tersebut tentu saja mempunyai konsekuensi yang harus 
ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap 
peraturan tersebut berakibat pelaku pelanggaran  tersebut harus 
menjalani suatu hukuman tertentu, diantaranya adalah sanksi 
administrasi. Tujuan sanksi administrasi diberikan agar 
perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan. Sebagai contoh 
adalah seorang PNS tidak hadir selama beberapa hari tanpa 




atasannya dengan tujuan Pegawai tersebut tidak mengulangi 
kesalahannya. 
Pemberian sanksi administrasi akan menimbulkan dampak 
baik bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang 
langsung memperoleh sanksi administrasi tersebut maupun 
Pegawai Negeri Sipil lainnya. Adanya pemberian sanksi tersebut 
setidaknya akan memberikan efek kepada PNS tersebut dimana 
akan timbul kekhawatiran adanya sanksi lebih lanjut yang lebih 
berat. 
Robert W Minor dalam Ohio State Law Journal 
berpendapat, “The administrative court has not always been the 
particular device proposed to accomplish this so-called 
judicialization, but the separation of agency functions-and-
powers has remained the constant ultimate objective”.85 
Adanya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada 
seorang PNS hendaknya dijadikan pembelajaran bagi pegawai 
tersebut dan rekannya. Namun yang lebih penting lagi dilakukan 
adalah adanya pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi 
pelanggaran–pelanggaran lainnya. Selain itu juga patut dilihat 
alasan yang melatar belakangi dilakukannya pelanggaran 
tersebut. 
Pemberian sanksi tentu saja akan mempunyai dampak baik 
bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan maupun Pegawai yang 
lainnya. Ketika seorang Calon Hakim diberhentikan tidak 
dengan hormat karena mangkir tidak masuk kerja tanpa alasan 
yang jelas selama berbulan–bulan tentu membawa dampak 
sendiri bagi pegawai lainnya. Mereka takut melakukan 
kesalahan yang serupa karena dengan adanya pemberian sanksi 
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tersebut secara otomatis mereka akan kehilangan statusnya 
sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
Pengawasan yang efektif akan memperlihatkan dan 
memelihara, disiplin yang baik maupun moral yang tinggi. 
Setiap pengawas yang menggunakan berbagai petunjuk dengan 
sebaik-baiknya, akan memperoleh hasil yang baik dari para 
pegawainya. Meskipun demikian, mengenai hal ini ada baiknya 
juga menggunakan teknik–teknik pengawasan dan 
kebijaksanaan–kebijaksanaan management lainnya yang 
menurut pengalaman pada umumnya telah menunjukkan 
keefektifan dalam mendorong dan memelihara semangat kerja 
pegawai yang baik. 
Menurut kami pemberian hukuman tersebut sangatlah 
berdampak terhadap perubahan perilaku beberapa pegawai PNS. 
Karena dari hukuman yang mereka terima membuat para PNS 
lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih 
memperbaiki kedisiplinannya, karena tidak ingin mendapatkan 
hukuman yang sama ataupun hukuman yang lebih berat lagi. 
Namun, tidak semua PNS jera terhadap hukuman yang 
diberikan. Sebagian dari PNS ada juga yang merasa kalau 
hukuman tersebut masih dalam taraf hukuman ringan maka 
mereka tidak merasa takut atas hukuman tersebut.  
Pada akhirnya sebuah peraturan beserta sanksinya, dalam 
hal ini adalah sanksi administrasi Pegawai Negeri Sipil tidak 
akan berdampak besar dalam pembentukan aparatur yang 
bertanggung jawab bila tidak adanya kesadaran akan pentingnya 
kedisiplinan tersebut, tidak ditegakkannya hukum sebaik 
mungkin, tidak dilakukan pembinaan yang berkesinambungan 
serta pengawasan yang ketat. 




Sengketa kepegawaian merupakan keadaan yang tidak 
dikehendaki oleh setiap PNS, tetapi harus diselesaikan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 
yang bersangkutan memperoleh penyelesaian secara adil dan 
obyektif. Sengketa kepegawaian PNS dapat muncul dalam hal 
pengangkatan, kepangkatan, jabatan, pemindahan dan 
pemberhentian sebagai akibat keputusan dari pejabat pembina 
kepegawaian. Sengketa antara kedua belah pihak sulit untuk 
diselesaikan tanpa bantuan dari pihak ketiga, yaitu melalui 
lembaga peradilan yang tidak berpihak dan berat sebelah. 
Apabila satu pihak belum merasa puas atas keputusan dari 
pejabat yang berwenang menghukum, maka dapat mengajukan 
apabila belum memperoleh apa yang diharapkan, selanjutnya 
dapat menempuh jalan mengajukan keberatan kepada badan 
peradilan yang lebih tinggi, yaitu mengajukan keberatan melalui 
BAPEK, Peradilan Tata Usaha Negara atau mengajukan Kasasi 
kepada Mahkamah Agung. 
Namun jika dikaji lebih mendalam terhadap penyelesaian 
sengketa kepegawaian, maka apabila upaya administratif (dalam 
hal ini Banding Administratif) telah ditempuh, selanjutnya 
diajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara (PTTUN) bukan ke PTUN. Oleh karena dalam sengketa 
kepegawaian upaya yang tersedia hanya Banding Administratif 
kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan atau Badan 
Pertimbangan Kepegawaian. Jadi dalam konteks ini, PTTUN 
adalah pengadilan tingkat pertama bukan tingkat banding. 
Perbedaan itu antara lain:
86
 
1) Dalam penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, 
pemeriksaan yang dilakukan sifatnya menyeluruh, baik 
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dari segi hukum (rechtmatigheid) maupun dari segi 
kebijaksanaannya (doelmatigheid). Sedangkan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha 
Negara sifatnya tidak menyeluruh, tetapi hanya terbatas 
dari segi hukumnya (rechtmatigheid). 
2) Badan atau Pejabat atau Instansi yang memeriksa upaya 
administratif dapat mengganti, mengubah atau 
meniadakan atau dapat memerintahkan untuk mengganti 
atau merubah atau meniadakan keputusan yang menjadi 
obyek sengketa. Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara 
tidak dapat mengganti, mengubah atau meniadakan atau 
dapat memerintahkan untuk mengganti atau merubah atau 
meniadakan keputusan yang menjadi obyek sengketa. 
Namun hanya dapat menjatuhkan putusan bahwa 
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek 
sengketa tersebut “tidak sah” atau “batal” (Kursif Penulis). 
3) Pada waktu Badan atau Pejabat atau Instansi yang 
memeriksa upaya administratif menjatuhkan putusan 
terhadap sengketa tersebut dapat memperhatikan 
perubahan yang terjadi sesudah dikeluarkannya Keputusan 
Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya 
sengketa tersebut. Sedangkan penyelesaian oleh Peradilan 
Tata Usaha Negara hanya memperhatikan keadaan yang 
terjadi pada waktu dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha 
Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut. Pada saat 
akan mengajukan gugatan sengketa kepegawaian ke 
Peradilan Tata Usaha Negara (baik PTUN maupun 
PTTUN) ada hal-hal yang perlu diperhatikan: 
a) Tenggang waktu mengajukan gugatan. 
Di dalam sengketa tata usaha negara tenggang waktu 




Adapun tenggang waktu yang dimaksud adalah 90 
hari sejak diterimanya atau diumumkannya 
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek 
sengketa. Dengan demikian, diambil kesimpulan 
bahwa tenggang waktu gugatan yang disediakan 
apabila tidak puas terhadap keputusan upaya 
administratif, maka dihitung sejak saat diterimanya 
keputusan dari Pejabat atau Instansi yang 
mengeluarkan keputusan (jika upaya administratif 
yang tersedia hanya Keberatan), atau sejak saat 
diterima keputusan dari Pejabat atasan atau instansi 
atasan atau instansi lain yang berwenang (jika upaya 
administratif hanya berupa banding administratif 
saja atau berupa Keberatan dan Banding 
Administratif). 
b) Gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang 
berwenang. 
Dalam mengajukan gugatan harus dilakukan secara 
tertulis dan ditujukan kepada pengadilan yang 
berwenang. Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 
1986 menentukan bahwa, “gugatan diajukan kepada 
pengadilan tempat kedudukan tergugat”. “Apabila 
tergugat lebih dari satu dan berkedudukan tidak 
dalam satu daerah hukum, maka gugatan diajukan 
kepada pengadilan tempat salah satu tergugat”. 
“Dalam hal tergugat tidak berada dalam daerah 
hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, 
maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan 
tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya 




c) Di dalam sengketa kepegawaian, tuntutan gugatan 
terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang 
menimbulkan terjadinya sengketa kepegawaian 
dapat berupa permohonan kepada pengadilan untuk 
menyatakan Keputusan tersebut tidak sah atau batal 
dan dapat disertai dengan tuntutan ganti kerugian 
dan/atau rehabilitasi. 
d) Apabila Putusan PTTUN masih tidak memberikan 
kepuasan kepada PNS yang bersangkutan, maka 
dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari 
dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung 
 
B. Pola Kerja dan Konstruksi Baru dalam Cara Penyelesaian Sengketa 
Kepegawaian yang Berkaitan dengan Badan Pertimbangan 
Kepegawaian 
1. Pola Kerja Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Badan 
Pertimbangan Kepegawaian 
Dari uraian penulis yang memaparkan fungsi dan tugas Badan 
Pertimbangan Kepegawaian, dapat dilihat bahwa BAPEK memiliki 
tujuan untuk melindungi PNS dari upaya mengambil hak- hak PNS 
yang dilakukan pejabat TUN. Dalam melaksanakan tugas pokok 
tersebut, sekretariat BAPEK menyelenggarakan fungsi yang 
merupakan penjabaran yang merupakan tugas pokok dan satu dengan 
yang lainnya saling berkaitan serta berguna untuk menyelesaikan 
tugas tersebut. 
Dalam rumusan masalah penelitian ini, penulis meneliti 
bagaimana proses Bading Administrasi di Badan Pertimbangan 
Kepegawaian. Berdasarkan Peraturan pemerintah republik Indonesia 
Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian 




“Banding Administrasi adalah upaya administratif yang 
dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap 
hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat 
yang berwenang menghukum, kepada Badan 
Pertimbangan Kepegawaian”.  
PP Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Pertimbangan 
Kepegawaian juga mengatur beberapa pasal terkait Banding 
Administrasi. 
Pasal 7 
(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan  
hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak 
dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina 
Kpepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat 
mengajukan Banding Administrastif kepada BAPEK. 
(2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya 
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau 
Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau 
bukti sanggahan. 
(3) Bading Administratif sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 
diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhiting sejak 
tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima. 
(4) Banding Administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima. 
Pasal 8 
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), wajib 
memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang 




hari kerja sejak taggal diterimanya tembusan Banding 
Administratif. 
(2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil 
Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPEK mengambil 
keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti 
yang ada. 
Pasal 9 
(1) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu 
paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya 
Banding Administratif. 
(2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK. 
Pasal 10 
(1) Sidang BAPEK sabagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan. 
(2) Sidang BAPEK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, 
sekretaris, dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. 
Pasal 11 
(1) BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan dengan 
musyawarah untuk mufakat. 
(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara 
terbanyak. 
(3) Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, 
memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina 
Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah. 
(4) Keputusan BAPEK ditandatangani oleh ketua dan sekretaris; 
(5) Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua 




(6) Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS yang mengajukan 
Banding Administratif, Pejabat Pembina Kepegawain atau 
Gubernur selaku wakil Pemerintah, da Pejabat lain yang terkait. 
Pasal 12 
Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BAPEK berwenang 
meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan, Pejabat, 
atau pihak lain yang dianggap perlu. 
Melalui keputusan Menko Wasbangpan selaku ketua BAPEK 
Nomor 1/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998, BAPEK  memiliki 
mekanisme sidang, selain mengatur secara garis besar mekanisme 
sidang, juga mengatur langkah- langkah persiapan pengambilan 
keputusan. Secara rinci meknisme tersebut dipaparkan sebagai 
berikut: 
a. Prosedur Keberatan 
Prosedur pengajuan keberatan PNS golongan ruang IV/a 
ke bawah kepada BAPEK sebagai lembaga Banding 
Administrasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Keberatan diajukan ke BAPEK melaui saluran hirarki 
(Departemen/Instansi), dalam waktu empat belas hari 
terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat 
keputusan hukuman disiplin. Keberatan itu harus memuat 
alasan- alasan  bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan 
tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang 
menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau 
kurang benar. 
2) Setiap Pejabat yag menerima surat keberatan dari PNS yang 
dijatuhi hukuman disiplin, dalam tenggang waktu 
selambat- lambatnya enam hari terhitung mulai tanggal ia 
menerima surat keberatan, wajib meneruskannya kepada 




bahan- bahan yang diperlukan untuk  pembuatan 
tanggapan. 
3) Pejabat yang berwenang menghukum (Menteri, Jaksa 
Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 
Teringgi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Non 
Departemen dan Gubernur Kepala Daerah tingkat I) wajib 
memberikan tanggapan atas keberatan PNS 
menyampaikannya kepada BAPEK disertai: 
a) Salinan/foto copy sah surat keputusan tentang 
penjatuhan hukuman disiplin yang lengkap dengan 
konsideran dan tanda terima/penerimaan surat 
keputusan oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. 
b) Keberatan yang diajukan oleh PNS. 
c) Laporan dan berita acara pemeriksaan tentang 
pelanggaran disiplin. 
d) Usul penjatuhan hukuman disiplin yerhadap PNS 
yang bersangkutan. 
e) Bahan- bahan lain yang berkaitan dengan hukuman 
disiplin terhadap yang bersangkutan. 
Tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum 
harus disampaikan kepada BAPEK selambat-lambatnya tiga 
bulan terhitung mulai tanggal diterimanya keberatan dari PNS 
yang bersangkutan. BAPEK wajib menyelesaikan dan 
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan PNS, 
selambat-lambatnya enam bulan setelah tanggapan beserta 
bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman 
disiplin tersebut diterima. Apabila tanggapan dan bahan-bahan 
yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum dalam 
keadaan tidak lengkap, BAPEK dapat mengambil keputusan 
atas keberatan yang diajukan PNS berdasarkan bahan- bahan 




Prosedur usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian 
PNS golongan ruang IV/b ke atas dan hukuman disiplin 
pembebasan dari jabatan bagi Pejabat eselon I, kepada Presiden 
adalah sebagai berikut: 
1) Usul penjatuhan disiplin pemberhentian diajukan oleh 
Pimpinan Departemen/Instansi kepada Presiden dan 
tembusan usul dikirim ke BAPEK. Usul tersebut harus 
disertai dengan laporan dan berita acara pemeriksaan 
tentang pelanggaran disiplin yang bersangkutan serta 
bahan- bahan lainnya. 
2) Usul dari pimpinan Depatemen/Instansi yang diterima 
dalam keadaan lengkap kemudian diproses dan 
disidangkan untuk memperoleh pertimbangan BAPEK. 
3) Pertimbangan BAPEK diteruskan ke Presiden untuk 
mendapatkan keputusan. 
b. Sidang BAPEK 
Pemeriksaan dalam sidang BAPEK sebagaimana diatur 
dalam keputusan MENKO WASBAGPAN selaku ketua 
BAPEK Nomor 01/BAPEK/1998 tanggal 9 juli 1998, dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Sidang BAPEK dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali 
dalam satu bulan. 
2) Sidang BAPEK dinyatakan sah (qourum) apabila dihadiri 
oleh ketua, sekretaris dan sekurang-kurangnya seorang 
anggota. 
3) Dalam pengambilan keputusan, BAPEK wajib mempelajari 
dan mempertimbangkan dengan seksama bahan-bahan 
yang disampaikan baik oleh Departemen/Instansi maupun 
oleh PNS yang mengajukan keberatan. 
4) Apabila dipandang perlu BAPEK dapat meminta bahan 




keberatan, Pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin 
dan atau Pejabat lain. 
5) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan 
mufakat bulat. Apabila cara ini tidak dapat dicapai, maka 
keputusan diambil dengan suara terbanyak. Bentuk 
keputusan BAPEK berupa penguatan, perubahan 
(memperingan atau memperberat) dan pembatalan. 
6) Keputusan BAPEK adalah mengikat dan wajib 
dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan. 
Keputusan ini ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. 
Kemudian keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS 
yang mengajukan keberatan melalui pejabat yang 
menjatuhkan hukuman disiplin dan pejabat lain yang 
dipandang perlu. 
Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa BAPEK dalam 
memberikan perlindungan kepada PNS dengan cara memberikan 
pengakuan terhadap hak untuk didengar. Hak untuk didengar 
tercermin dalam proses pemeriksaan baik dalam bentuk tertulis atau 






Pola Kerja penyelesaian keberatan melalui BAPEK sebagai lembaga banding 




















Gambar 1: Pola Kerja Penyelesaian Keberatan ke BAPEK 
 
Keterangan: 
1. Pengajuan keberatan 
2. Penyampaian berkas keberatan dan tanggapan 
3. Permintaan kekelngkapan bahan 
4. Penyampaian kelengkapan bahan 
5. Pemeriksaan risalah dalam sidang BAPEK 
6. Hasil sidang dibahas dalam sidang BAPEK 
7. Pengiriman keputusan ke BAPEK 








2. Faktor-Faktor dan Kendala dalam Kinerja Lembaga Badan 
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) 
a. Faktor-Faktor Positif dalam Keberadaan BAPEK 
Dengan berlakunya PP No 24 Tahun 2011 tentang 
BAPEK diharapkan menjadi angin segar bagi penyelesaian 
sengketa pelanggaran disiplin PNS khususnya saat mengajukan 
banding administratif. Setidaknya hal-hal pokok yang tertuang 
dalam peraturan ini seperti aspek kedudukan, tugas, mekanisme 
banding administratif pada BAPEK serta kekuatan 
keputusannya menjadi lebih jelas. Dengan demikian peraturan 
ini dapat menjadi pedoman yang memudahkan setiap pegawai 
yang terlibat dalam sengketa disiplin pegawai namun tidak puas 
dengan keputusan dan berniat mengajukan banding 
administratif. 
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998, 
salah satu tugas BAPEK adalah memeriksa dan mengambil 
keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang 
berpangkat Pembina golongan ruang IV/b ke bawah, tentang 
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sepanjang 
mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat 
sebagai PNS. 
Keanggotaan BAPEK terdiri dari Menteri PAN sebagai 
ketua merangkap anggota, Badan Kepegawaian Negara sebagai 
sekretaris merangkap anggota, Menteri Sekretaris Negara 
sebagai anggota, Jaksa Agung sebagai anggota, Kepala Badan 
Intelijen Negara sebagai anggota, Direktur Hukum dan 
Perundang undangan Departemen Hukum dan HAM sebagai 




BAPEK melaksanakan sidang sekurang kurangnya satu 
kali dalam satu bulan. BAPEK wajib menyelesaikan dan 
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan PNS 
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggapan dan 
bahan kelengkapan diterima. Dalam hal tanggapan dan bahan 
yang diterima dari pejabat yang berwenang menghukum tidak 
dilaksanakan, BAPEK dapat mengambil keputusan atas 
keberatan yang diajukan dari PNS yang bersangkutan. 
Kelengkapan berkas pengajuan keberatan atas keputusan 
hukuman disiplin kepada BAPEK harus dilampirkan : 
a) Permohonan dari PNS yang bersangkutan atau kuasa 
hukumnya. 
b) Tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum. 
c) Salinan sah keputusan hukuman disiplin. 
d) Salinan sah BAP/LHP/Bahan pertimbangan lain yang 
diperlukan. 
e) Tanda terima surat keputusan hukuman disiplin. 
Keputusan BAPEK adalah mengikat dan wajib 
dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan. Namun 
upaya tersebut masih dapat dilakukan banding melalui 
mekanisme hukum dan perundang undangan yang berlaku, yaitu 
melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Selama proses pengajuan 
keberatan kepada BAPEK, maka yang bersangkutan masih 
berstatus PNS. Berdasarkan surat Kepala BAKN Nomor K.99-
6/V.5-55 tanggal 30 Agustus 1988, ditegaskan bahwa PNS yang 
dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS 
dan mengajukan keberatan kepada BAPEK, gaji dan hak-hak 
kepegawaian yang bersangkutan masih harus tetap dibayarkan. 
Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak 
hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat 




(compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya 
indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Menurut 
Friedmann mengemukakan bahwa: sebuah sistem hukum, 
Pertama mempunyai struktur. Kedua memiliki substansi, 
meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada 
di dalam sistem itu.  
Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah 
semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan 
dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. 
Aspek ketiga, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, 
pemikiran serta harapannya. Struktur dapat diibaratkan sebagai 
mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan 
oleh mesin itu. Budaya hukum (legal culture) adalah apa saja 
atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan 
mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus 
digunakan. Ancaman hukuman dalam sanksi negatif dan 
menguraikan tentang fungsi sistem hukum yakni: 
a) Fungsi kontrol (social control), yang menurut Donald 
Black bahwa semua hukum berfungsi sebagai kontrol 
sosial pemerintah. 
b) Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (dispute 
settlement) dan konflik (conflict). Penyelesaian sengketa 
ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk 
pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya 
pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan 
konflik. 
c) Fungsi redistribusi atau rekayasa social (redistributive 
function or social engineering function). Fungsi ini 
mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan 





d) Fungsi pemeliharaan sosial (social maintenance function). 
Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum 
agar tetap berjalan susuai dengan aturan mainnya (rule of 
the game). 
b. Konstruksi Baru dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian 
di Badan Pertimbangan Kepegawaian 
Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah 
disetujui rapat paripurna DPR-RI pada Kamis (19/12/2013), dan 
selanjutnya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) pada Rabu (15/1) lalu, terdapat lembaga baru yang akan 
mendapat delegasi kekuasaan Presiden dalam melaksanakan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen 
ASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara penyelesaian sengketa 
kepegawaian dilakukan melalui satu pintu yaitu Badan 
Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Sengketa pegawai ASN 
diselesaikan melalui upaya administratif, yang terdiri dari 
keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara 
tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum 
dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya 
disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengukum; 
adapun banding diajukan kepada badan pertimbangan ASN 
Dalam UU No.5/2014 itu disebutkan, KASN merupakan 
lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi 
politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan 
anggota TNI/POLRI yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang 
profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil 




Pelaksaanan pengawasan dan penyelesain sengketa 
disiplin PNS oleh lembaga yang berwenang dirasa belum efektif 
seperti diketahui pada perturan PP No 24 tahun 2011 Tentang 
Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Perpres tentang Komisi 
ASN bahwa keduanya memiliki tugas dan fungsi penegakkan 
disiplin PNS. 
Dalam PP Nomor 24 tahun 20011 tentang Badan 
Pertimbangan Kepegawaian dalam fungsi pengawasan 
Administrasi Untuk menjamin kelancaran pelaksana tugas, 
BAPEK melaksanakan fungsi pengawasan administratif 
tertinggi khususnya dalam menyelesaikan keberatan atas 
putusan hukuman disiplin pemberhentian. Demikian pula, dalam 
hal memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul 
penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian, BAPEK memiliki 
fungsi pengawasan administratif kepada Departemen/Instansi 
atau pejabat TUN yang terkait. 
Pengawasan administratif (administrative control) ini 
bersifat intern di Lingkungan lembaga eksekutif. Menurut 
Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan administratif itu dapat 
berupa: pertama, pengawasan disiplin (ambtenaarstucht); 
kedua, pemberian intruksi dan perintah-perintah yang wajib 
dilaksanakan, ketiga, pengamatan oleh atasan yang bertindak 




Penulis berpendapat, BAPEK melaksanakan fungsi 
pengawasan administratif yang kedua dan yang ketiga 
sebagaimana telah dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo itu. 
Susunan anggota BAPEK yang terdiri dari berbagai unsur 
instansional itu, dimaksudkan agar pengawasan administratif  
yang dilakukannya benar-benar valid dan tidak terjadi 
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pertimbangan yang berat sebelah, demikian pula untuk 
menghindari kecenderungan keberpihakkan kepada 
Departemen/Instansi yang bersangkutan. Dalam pengambilan 
keputusan, para pejabat kerapkali berada dalam kondisi 
kontradiksi antara pertimbangan pragmatis dan pertimbangan 
legalitas. 
Para pejabat harus bisa menyeimbangkan antara preferensi 
pribadi, kelancaran pelaksanaan tugas, serta peraturan yang 
berlaku dalam lingkungan instansinya. Keputusan-keputusan 
yang dibuat diharapkan merupakan kompromi antara preferensi 
individu dan preferensi umum yang seluruhnya harus 
menggunakan landasan etika yang benar. 
Dalam suatu pembuatan keputusan, seorang pejabat selain 
mempunyai keleluasan (disretion) juga sekaligus menghadapi 
kendala atau batasan (constraint). Keterbatasan kapasitas 
pembuat keputusan ini disebabkan adanya keterbatasan 
kemampuan mental manusia (cognitive limit on rationality) 




Fungsi pengawasan administratif BAPEK ini bila ditinjau 
dari segi waktu pelaksanaanya, pengawasan administratif 
merupakan “kontrol a posteriori”, yaitu pengawasan yang 
terjadi sesudah dikeluarkannya suatu keputusan. Pengawasan ini 
dititikberatkan pada tujuan yang bersifat korektif dan 
memulihkan suatu tindakan yang keliru. Sedangkan bila dilihat 
dari segi sifat pengawasan, maka pengawasan administratif 
termasuk kontrol segi kemanfaatan yaitu kontrol teknis 
administratif intern dalam lingkungan pemerintahan sendiri 
yang bersifat penilaian legalitas (rechtmatigheidstoetsing) dan 
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bahkan lebih menitikberatkan pada segi penilaian kemanfaatan 
dari tindakan pembuat keputusan. 
Berdasarkan yang tertuang didalam pasal 4 Keputusan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan 
Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 03/KEP/1999 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan 
Kepegawaian Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku 
Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat 
BAPEK menyelenggarakan fungsi: 
1) Penerimaan semua surat keberatan atas hukuman disiplin 
berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan 
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau surat lain yang 
berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan; 
2) Penerimaan usul pertimbagan penjatuhan hukuman disiplin 
yang menjadi kewenangan Presiden; 
3) Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK serta 
menyampaikan kepada Presiden; 
4) Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta 
mengirimkan surat dan keputusan BAPEK; 
5) Penyiapan sidang-sidang BAPEK; 
6) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang mengajukan keberatan dan pihak yang terkait; 
7) Penyeleggaraan administrasi BAPEK; 
8) Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya yang diberikan oleh ketua BAPEK. 
Ada kalanya suatu keputusan hukuman disiplin ditetapkan 
dalam suasana ketidakpastian (uncertainty) misalnya dalam hal 
bukti-bukti atau informasi yang dimiliki oleh Pejabat TUN 
kurang lengkap, mengingat tidak adaya precident pelanggaran 




diambil dalam suasana konflik (conflict) antara Pejabat TUN 
dengan PNS yang dituduh melanggar disiplin. Keputusan yang 
ditetapkan dalam keadaan konflik ini sering terjadi dalam 
penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian.
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Berdasarkan Perpres Komisi ASN No 118 tahun 2014 
Tentang Sekertariat, Tata Kerja Dan Pengeloalaan Keuangan 
Aparat Aparatur SipilNegara bahwa terhadap UU no 5 thn 2014 
pelaksaananan ketentuan pasal 1sebagai berikut KASNberfungsi 
mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode 
perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan 
dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah dan tugas 
pokoknya: 
1) Menjaga netralitas Pegawai ASN  
2) Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN  
3) Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden 
Untuk efektivitas pelaksanana penegakkan displin PNS 
terdapat dua badan yang berwenang menyelesaikan persoalan 
tersebut yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian Dan Komisi 
ASN. 
1) Landasan Filosofis 
Secara filosofis negara indonesia adalah negara 
hukum dimana tertuang dalam UUD 1945 yang artinya 
segala perbuat hukum yang menimbulkan akibat hukum 
diatur didalam peraturan perundang-undangan termasuk 
penegakan disiplin PNS. 
Sengketa kepegawaian tentunya dapat di selesaikan 
melalui peradilan kepegawaian sebagaimana ditentukan 
dalam pasal 35 undang- undang nomor 8 tahun 1974 
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tentang pokok- pokok kepegawaian. Dalam pasal 35 
undang- undang ini ditentukan: 
“Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian 
dilakukan melalui peradilan, untuk itu sebagai 
bagian dari peradilan Tata Usaha Negara yang 
dimaksud dalam Undang-undang nomor 14 
tahun 1970 tentang ketentuan- ketentuan 
pokok kekuasaan kehakiman”. 
Peradilan kepegawaian adalah seretetan prosedur 
administratif yang ditempuh oleh Pegawai negeri, apabia 
ia merasa tidak puas dan keberatan atas sesuatu tindakan 
atau perbuatan yang dilakukan berupa keputusan yang 
dilakukan atasannya (pejabat yang berwenang), yang 
merugikan kepentingannya. Sehubungan dengan 
pengertian tersebut, selama ini sengketa kepegawaian 
tidak ditangani oleh suatu peradilan tertentu, namun 
diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan 
proses peradilan yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh 
seorang pejabat (peradilan semu). 
2) Landasan Yuridis 
Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara ini menjadi dasar pembentukan 
KASN. Bagi sebagian orang, ini mungkin dianggap 
sebagai titik lemah UU ASN, namun bagi saya pribadi, 
pembentukan KASN adalah manifestasi dari praktik 
governance di bidang pendayagunaan aparatur negara. 
Prinsip dasar dari governance adalah perluasan pelaksana 
pemerintahan dari pemerintah kepada aktor lain di negara, 
yaitu masyarakat sipil (civil society) dan sektor swasta. Di 
Indonesia, hal ini terejawantahkan dalam bentuk Lembaga 




tidak berfungsi secara efektif dan cenderung 
mengakibatkan inefisiensi anggaran negara, namun saya 
pikir tidak untuk KASN. PNS adalah unsur yang penting 
dalam penyelenggaraan negara, bahkan seringkali PNS 
lebih berkuasa dibandingkan pejabat politik karena 
memiliki budaya organisasi dan pengalaman yang lebih 
dibandingkan sebagian pejabat politik.  
Oleh karena itu, tidak jarang pejabat politik 
(misalnya menteri atau kepala daerah) gagal menjalankan 
organisasinya karena tidak memiliki PNS yang berkualitas 
baik. Apabila seluruh proses terkait manajemen PNS 
diserahkan hanya kepada PNS (Kemenpanrb, BKN, 
LAN), maka terdapat potensi “saling melindungi” yang 
berakibat tidak efektifnya manajemen PNS tersebut. Oleh 
karenanya, dibutuhkan KASN yang keanggotannya dapat 
diisi oleh PNS maupun non-PNS.
90
 
UU No. 5/2014 disusun berdasarkan kerangka 
pemikiran bahwa pegawai sebagai individu dan korp 
adalah bagian integral dari pemerintahan negara. 
Dalam Undang-undang tersebut sudah 
mengamanatkan untuk menjaga profesionalitas, netralitas 
dan apolitasis SDM aparatur negara. Sementara 
Desentralisasi kepegawaian yang di amantkan oleh 
Undang- undang nomor 43 tahun 1999 dalam 
perkembangannya telah dilaksanakan dengan semangat 
yang berbeda dan telah menyimpang dari semangat 
desentralisasi kepegawaian.Pembentukan PNS Daerah 
pada Undang-Undang tersebut pada esensinya adalah 
untuk mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah 
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daerah agar mampu menyesuaikan jumlah dan mutu 
pegawai daerah dengan fungsi dan tugas pemerintah 
daerah. Tapi dalam kenyataan, setelah pelaksanaan 
desentralisasi kepegawaian sejak Tahun 2000, dari 497 
(empat ratus sembilan puluh tujuh) kabupaten dan kota 
dan 33 (tiga puluh tiga) provinsi, hampir tidak ada yang 
melaksanakan manajemen kepegawaian dengan semangat 
seperti yang diharapkan, yaitu mengangkat pegawai yang 
jumlah, komposisi dan kualifikasinya sesuai dengan beban 
tugas dan fungsi daerah. Sebaliknya, setiap tahun formasi 
calon PNS yang diberikan kepada kabupaten dan kota 
berjumlah 250 orang. Pada provinsi mungkin mencapai 2 
(dua) kali jumlah tersebut. 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari 
Universitas Internasional Adgers, Norwegia
91
 dan oleh 
Bank Dunia melalui proyek Decentralization Support 
Fund (20112), menunjukkan adanya praktek jual beli 
formasi pegawai antara oknum oknum otoritas 
kepegawaian di Pusat dengan para pimpinan daerah. 
Formasi yang diperoleh dengan modal Rp5-10 juta per 
pegawai tersebut kemudian dijual oleh Pejabat Yang 
Berwenang di daerah dengan harga berlipat-lipat lebih 
mahal, berkisar antara Rp75 juta sampai dengan Rp150 
juta tergantung dari jabatan. Praktek perdagangan calon 
pegawai ini selain bernilai sangat besar, sekitar Rp20 
sampai 25 triliun per tahun, juga telah merusak sendi-
sendi moralitas pegawai aparatur sipil Negara. Praktek 
perdagangan jabatan terjadi juga dalam pengisian posisi 
                                                          
91
 Stein Kristiansen, Pratikno, Decentralisation Education In Indonesia Volume 26 Nomor 26, 





kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pengisian 
posisi jabatan politik lokal. 
3) Landasan Sosiologis 
Publikasi Bank Dunia yang baru saja dirilis, 
Investing in Indonesia’s Institutions for Inclusive and 
Sustainable Development menunjukkan konsekuensi dari 
tranformasi Indonesia menjadi negara berpendapatan 
menengah. Permintaan masyarakat akan pelayanan publik 
bermutu, dan cepat akan mengalami peningkatan. Untuk 
merespon the rising demand tersebut sektor publik harus 
mampu menyediakan pelayanan publik yang diperlukan 
masyarakat pendapatan menengah, seperti infrastruktur 
yang lebih baik, transportasi publik lebih baik, 
perpanjangan pendidikan wajib menjadi 12 (dua belas) 
tahun, pendidikan tinggi berkualitas internasional, 
pelayanan kesehatan standar internasional, dan sistem 
jaminan sosial yang memadai, termasuk sistem asuransi 
kesehatan untuk membiayai pelayanan kedokteran yang 
lebih modern. Reformasi aparatur negara yang lebih cepat 
diperlukan untuk membangun kapasitas public service, 
Indonesia menyediakan pelayanan publik yang lebih tinggi 
yang memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. 
Sebagai bangsa berpendapatan menengah dan 
memiliki tingkat pendidikan semakin tinggi, serta 
mempunyai kehidupan politik yang semakin demokratis 
yang rakyatnya punya kesadaran politik semakin tinggi. 
Dalam kondisi seperti tersebut masyarakat Indonesia akan 
menuntut pelayanan publik yang semakin baik, semakin 
terjangkau dan bermutu tinggi, antara lain pelayanan 
pendidikan dan pelayanan kesehatan bermutu tinggi, 




saran komunikasi yang state of the art. Untuk 
mememenuhi tuntutan pelayanan publik yang setara 
dengan negara maju lainnya sangat diperlukan aparatur 
negara yang profesional, mampu menggalang kemitraan 
dengan pihak swasta, berkinerja tinggi, akuntabel, bersih 
dari praktek KKN, sehingga perlu dijamin tingkat 
kesejahteraannya. 
Berdasarkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis 
terhadap kewenangan pemeriksaan, pengawasan dan 
penyelesaian sengketa PNS perlu adanya integralisasi 
antar lembaga yang berwenang melakukan penegakkan 
disiplin PNS denagn tujuan untuk optimalisisasi kinerja 
PNS, efektivitas PNS berperan mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang 
profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Wujud dari integralisasi antar lembaga Pejabat 
Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian PNS, melalui 
pembentukkan perarturan maupun pedoman teknis 
pelaksanaan penegakkan disiplin PNS agar pelaksaanan 
antar lembaga yang berwenang dapat berjalan dengan 
optimal dan sinkronisasi. 
Berdasarkan analisis di atas perlu adanya konstruksi 
hukum baru terkait penyelesaian sengketa kepegawaian 
agar terlaksanya sebuah peraturan yang harmonis dan 




Negara yang bersih dan berwibawa. Kontruksi hukum 
baru tersebut berupa: 
a) Adanya kejelassan terkait kewenangan Komisi 
Aparartur sipil Negara dan badan pertimbangan 
Kepegawain terkait fungsi pengawasan 
b) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara penyelesaian 
sengketa kepegawaian dilakukan melalui satu pintu 
yaitu Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 
Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya 
administratif, yang terdiri dari keberatan dan 
banding administratif. Keberatan diajukan secara 
tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang 
menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan 
tembusannya disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang mengukum; adapun banding diajukan 
kepada badan pertimbangan ASN. 
c) Penyelesaian Sengketa Administrasi dapat dilakukan 
di setiap daerah atau disetiap kantor wilayah kerja 
setiap provinsi agar lebih efektif sebagai perwujudan 
asas Desentralisasi dimana penyerahan urusan 
pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan 
wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata-
mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang 
efisien. Pelimpahan wewenang tersebut 
menghasilkan otonomi sesuai dengan tujuan yaitu 












Berdasarkan uraian ,penulis menyimpulkan sebagaimana berikut ini  : 
1. Penyelesaian sengketa kepegawaian berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian (selanjutnya disebut UU 
Kepegawaian), dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalan, yaitu melalui 
Peradilan Tata Usaha Negara (tempatnya di Pengadilan Tata Usaha 
Negara disingkat PTUN) untuk sengketa kepegawaian yang tidak 
berhubungan dengan Disiplin Pegawai, serta melalui Badan 
Pertimbangan Kepegawaian untuk sengketa kepegawaian yang 
berhubungan dengan Disiplin Pegawai, Kedua jalur penyelesaian ini 
pada dasarnya akan bermuara pada Peradilan Tata Usaha Negara. 
Keberadaan 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa ini dapat 
mengakibatkan timbulnya kekurangpastian hukum bagi mereka yang 
bersengketa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara penyelesaian sengketa 
kepegawaian dilakukan melalui satu pintu yaitu Badan Pertimbangan 
Aparatur Sipil Negara. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui 
upaya administratif, yang terdiri dari keberatan dan banding 
administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat 
yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan 
tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang 
menghukum; adapun banding diajukan kepada badan pertimbangan 
ASN. 
2. Pola kerja Penyelesaian Sengketa  Administrasi yang dilakukan 
oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dirasa kurang mampu menjelaskan 
alur dan tata cara penyelesaian sengketa administrasi dimana di dalam 




banding administrasi hanya saja dalam hal ini efisien keberadaan 
KASN dirasa sudah mewakili Asas Desentralisasi. 
 
B. Implikasi 
1. Adanya kejelasan terkait kewenangan atau prosedur banding 
administrasi di dalam peraturan Komisi Aparartur sipil Negara. 
2. Aparatur Sipil Negara yang terdapat menyalahi kode etik disiplin 
ASN lebih efisien dan cepat mengajukan keberatan melalui KASN 
yang terdapat disetiap daerah atau KANWIL. 
3. Wujud dari integralisasi antar lembaga Pejabat Pembina Kepegawaian 
Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat 
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, 
melalui pembentukkan perarturan maupun pedoman teknis 
pelaksanaan penegakkan disiplin PNS agar pelaksaanan antar lembaga 
yang berwenang dapat berjalan dengan optimal dan sinkronisasi. 
 
C. Saran 
1. Setiap Pegawai Negeri Sipil lebih memahami dan menghayati serta 
melaksanakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-
baiknya demi terciptanya aparatur Negara yang bersih dan berwibawa. 
2. Adanya sosialisasi atau BIMTEK terkait keberadaan Komisi Aparatur 
Sipil Negara sebagai upaya keberatan atas penjatuhan sanksi 
administrasi yang diberikan pejabat berwenang kepada ASN yang 
bermasalah. bahwa KASN memiliki tujuan untuk melindungi PNS 
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